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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Wilayah 

a. Keadaan Wilayah 

Kabupaten Nunukan secara geografis terletak di wilayah paling 

utara dari propinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan 

Negara tetangga Malayasia. 

Batas-batas wilayah Kabupaten Nunukan adalah sebagai 

berikut : 

Sebelah Barat 

Sebelah Utara 

Sebelah Timur 

Sebelah Selatan 

b. Luas Wilayah 

Malayasia Timur, Serawak 

Malayasia Timur, Sabah 

Selat Makasar dan Laut Sulawesi 

Kabupaten Bulungan dan Kabupaten 

Malinau 

Kabupaten Nunukan merupakan Kabupaten terbesar kedua 

setelah Kota Tarakan di Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 

± 14,247,50 Km2 yang terdiri dari 16 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 240 

Desa seperti pada Tabel 2.1 berikut ini : 
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Tabel4.1 
Luas Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 

No. Kecamatan 
Luas (Km2

) 

Jumlah Desa 
Darat Laut 

1. Nunukan 22,999 471 1 

2. Nunukan Selatan 321,111 587 4 

3. Seimanggaris 45,298 571 4 

4. Sebatik Induk 17,222 97 4 

5. Sebatik Timur 15,333 86 4 

6. Sebatik Tengah 9,444 0 4 

7. Sebatik Barat 29,919 254 4 

8. Sebatik Utara 11,555 9 3 

9. Sebuku 47,391 0 10 

10. Tulin Onsoi 47,692 0 12 

11. Sembakung 175,6757 - -

12. Sembakung Atulai 28,5895 - -

13. Lumbis 2.055,9099 0 28 

14. Lumbis Ogong 3.645,5011 0 49 

15. Krayan 1.837,5424 0 65 

16. Krayan Selatan 1.766,4631 0 24 

Jumlah 9.919,6457 2.066 240 

Somber : BPS Nunukan Tahun 2015 

c. Keadaan Toografi 

Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, kawasan 

perbukitan terjal terdapat disebelah utara bagian barat, perbukitan 

sedang dibagian tengah dan daratan bergelombang landai dibagian 

timur memanjang hingga kepantai sebelah timur. 

Kemiringan untuk daerah dataran tinggi berkisar antara 8-15 %, 

sedangkan untuk daerah perbukitan memiliki kemiringan yang sangat 

terjal, yaitu diatas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar 
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antara 0-50%. Perbukitan terjal disebelah utara merupakan jalur 

pegunungan dengan ketinggian 1.500-3.000 meter diatas permukaan 

I aut. 

2) Kependudukan 

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten N unukan sangat 

signifikan. Jumlah penduduk terbesar ada di kecamatan Nunukan 

karena merupakan daerah perkotaan yang menjadi pusat aktivitas 

perrekonomian, pendidikan dan pemerintahan. 

Pada Tabel 4.2 berikut ini akan disajikan jumlah penduduk 

berdasarkan jenis kelamin untuk mengetahui jumlah penduduk yang 

tinggal dalam wilayah kecamatan tertentu. Jumlah penduduk Kabupaten 

Nunukan setelah pemekaran adalah banyak 167.936 jiwa dengan 

kepadatan rata-rata 12 orang/Km2
• Dimanajumlah penduduk laki-laki 

sebesar 89.015 jiwa dan perempuan sebanyak 78.921 jiwa. Kecamatan 

yang paling banyak jumlah penduduknya adalah kecamatan Nunukan 

yaitu 60.508 jiwa dan yang paling sedikit adalah kecamatan Krayan 

Selatan sebanyak 2.359 jiwa. 
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Tabel4.2 
Jumlah Penduduk Kabupaten Nunukan Tahun 2015 

Luas Jumlah Penduduk Kepadatan 
No. Kecamatan (Km2) L p l: Penduduk 

1. Nunukan 1.586,77 32.049 28.459 60.508 107 

2. Nunukan Selatan 181,77 8.159 7.110 15.269 84 

3. Seimanggaris 850,48 4.078 3.210 7.288 9 

4. Sebatik Induk 51,07 2.928 2.580 5.508 108 

5. Sebatik Timur 39,17 6.532 5.984 12.516 320 

6. Sebatik Tengah 47,71 3.594 3.241 6.835 143 

7. Sebatik Barat 93,27 4.546 4.099 8.645 93 

8. Sebatik Utara 15,39 3.590 3.283 6.873 447 

9. Sebuku 1.608,48 5.129 4.226 9.355 6 

10. Tulin Onsoi 1.513,36 3.003 2.689 5.692 4 

11. Sembakung 2.042,66 4.750 4.213 8.963 4 

12. Sembakung Atulai - - - - -

13. Lumbis 290,23 2.950 2.748 5.698 20 

I4. Lumbis Ogong 3.357,0I 2.389 2.328 4.7I7 I 

I5. Krayan 1.834,74 4.064 3.646 7.7IO 4 

16. Krayan Selatan 1.757,76 I.254 I.I05 2.359 I 

Jumlah I4.247,60 89.0I5 78.92I I67.936 I2 

Somber : BPS Nunukan Tahun 2014 

3) lklim dan Curah Hujan 

Tipe iklim untuk Kabupaten Nunukan bedasarkan peta 

agroklimat L.R Oldeman dan Muladi tahun I980 adalah tipe D, atau 

termasuk daerah beriklim tropis basah dengan suhu rata-rata 23,3-

3I ,80 °C dengan tingkat kelembaban udara rata-rata berkisar an tara 

84% dan tekanan udara 1.008,I-1.009,9 MBS. 

Curah hujan sangat mempengaruhi keadaan iklim suatu wilayah, 

produktivitas dari komoditas yang dibudidayakan dan pertumbuhan 
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pada setiap tanaman maupun kehidupan lainnya. Curah hujan tertinggi 

teijadi pada bulan Mei-Juni dan November-Desember. 

4) Potensi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

Kabupaten Nunukan dengan luas 14.286,86 Ha memiliki potensi 

lahan pertanian sebesar 59.519 ha dan lahan fungsional adalah 283,399 

Ha. Penggunaan potensi lahan cenderung meningkat dari tahun 

ketahun terutama dari sektor perkebunan kemudian persawahan, 

perikanan dan peternakan. Khusus untuk bidang kehutanan justru 

sangat memprihatinkan karena ulah manusia dan faktor alam. 

Perkembangan luas tanam dan luas panen di Kabupaten Nunukan terns 

mengalami peningkatan baik padi sawah, padi ladang, palawija, sayuran 

dan buah-buahan. Untuk sektor peternakan pemerintah daerah berusaha 

untuk mensukseskan program pemerintah pusat dengan swasembada 

daging melalui pengembangan ternak godoh dan inseminasi buatan. 

Potensi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Nunukan meliputi 

wilayah perairan Selat Sulawesi, hingga laut Cina Selatan termasuk 

blok Ambalat hingga perbatasan pulau Bunyu Kabupaten Bulungan dan 

muara Sebuku dan Selat Sebatik. Dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir budidaya perikanan yang dikembangkan oleh nelayan adalah 

budidaya rumput laut, ikan bandeng, udang dan juga budidaya air 

tawar. Untuk kegiatan perikanan bidang tangkap masih menggunakan 

peralatan yang tradisonal maupun semi moderen. 

Wilayah bagian barat dari Kabupaten Nunukan merupakan 

daerah yang memiliki hutan terluas diantaranya Kecamatan Lumbis, 
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Kecamatan Krayan dan Kecamatan Krayan Selatan, yang mana 

didalamnya mengandung potensi kayu gaharu, rotan, damar maupun 

hasil-hasil hutan non kayu seperti madu dan lainnya. 

2. Gambaran Umum UPT BP3K Kabupaten Nunukan 

Menurut Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 

PER/18/M.PAN/11/2008 Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi mandiri 

yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu. 

Mandiri artinya diberikan kewenangan mengelolah kepegawaian, 

keuangan dan perlengkapan, perlengkapan sendiri dan tempat kedudukan 

terpisah dari organisasi induknya. Tugas teknis operasional maksudnya 

adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara 

langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 

UPT BP3K di Kabupaten Nunukan terbentuk berdasarkan 

Peraturan Bupati Nom or 45 tahun 2010 ten tang Pembentukan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana T eknis Balai Pen)'uluhan 

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang merupakan pelaksana teknis 

BKP3D yang berada di kecamatan. Sampai sekarang jumlah UPT BP3K 

yang terbentuk baru ada enam UPT BP3K yaitu UPT BP3K Nunukan, 

UPT BP3K Sebatik, UPT BP3K Sebuku, UPT BP3K Sembakung, UPT 

BP3K Lumbis, UPT BP3K Krayan. 

UPT BP3K Nunukan membawahi penyuluh yang ada di 

Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan 

Simanggaris, UPT BP3K Sebatik membawahi penyuluh di Kecamatan 

Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik T engah, 
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Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Timur, UPT BP3K 

Sebuku membawahi penyuluh di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan 

Tulid Onsoi, UPT BP3K Sembakung membawahi penyuluh di 

Kecamatan Sembakung, UPT BP3K Lumbis membawahi penyuluh di 

Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Lumbis Ogong, UPT BP3K Krayan 

membawahi penyuluh di Kecamatan Krayan dan Kecamatan Krayan 

Selatan. 

UPT BP3K merupakan unsur pelaksana tugas teknis oprasional 

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang 

menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi badan diwilayah 

kecamatan. Susunan oeganisasi UPT BP3K dipimpin oleh seorang 

kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, 

Kepala UPT BP3K adalah jabatan struktural eselon IV.a, Sub Bagian 

Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b, sedangkan Pokja 

Pertanian, Pokja Perikanan dan Pokja Kehutanan adalah jabatan non 

struktural. 

UPT BP3K mempunyai tugas pokok dan fungsi, tugas pokoknya 

adalah melaksanakan sebagian tugas teknis oprasional BKP3D dalam 

penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang 

meliputi pengembangan sumber daya manusia penyuluhan, sarana dan 

prasarana, informasi, teknologi, kelembagaan dan bina usaha tani. 

Sedangkan fungsi UPT BP3K adalah : 
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a. Perumusan bahan perencanaan dan penyusunan programa kegiatan 

penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan 

diwilayah kecamatan 

b. Penyusunan data dan agroklimat potensi wilayah balai penyuluhan 

diwilayah kecamatan 

c. Penyusunan rencana kerja penyuluh pertanian di wilayah kecamatan 

d. Perumusan dan tindak lanjut pemecahan masalah permasalahan 

pelaku utama dan pelaku usaha 

e. Penyelenggaraan system kerja latihan dan kunjungan bagi penyuluh 

lapangan 

f. Penerapan teknologi terapan spesifik lokasi sesuai anjuran 

g. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, pengaturan teknis 

pengembangan SDM penyuluhan 

h. Pengembangnan dan Pembinaan kelembagaan petani 

1. Peningkatan produktivitas dan pendapatan pelaku utama dan pelaku 

us aha 

J. Penyelenggaraan penilaian dan evaluasi kelompok tani dan usaha 

tani 

k. Evaluasi dan pelaporan program kegiatan 

penyuluhan 

penyelenggaraan 

I. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuat 

dengan lingkup tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. 
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Tugas pokok kepala UPT BP3K adalah melaksanakan sebagian 

tugas teknis oprasional BKP3D di bidang penyelenggaraan penyuluhan 

pertanian, perikanan dan kehutanan diwilayah kecamatan sesuai pedoman 

dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya 

kepala UPT BP3K dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok 

Kerja (pokja) Bidang Petanian, Perikanan dan Kehutanan. Tugas pokok 

Sub Bagian Tata Usaha adalah menyiapkan bahan penyusunan rencana 

dan program serta melaksanakan pengelolaan urusan umum dan 

perlengkapan keuangan dan kepegawaian serta pelaporan tata laksana 

rumah tangga di lingkungan UPT BP3K. 

Pokja pertanian, Pokja perikanan dan Pokja kehutanan terdiri dari 

berbagai petugas yang menangani dan/atau mengelolah kegiatan atau 

urusan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing-masing. 

Banyaknya petugas pada Pokja pertanian, Pokja perikanan dan Pokja 

kehutanan ditentukan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan 

beban kerja dan kemampuan keuangan daerah. 

Di lingkungan UPT BP3K dapat ditetapkan Kelompok jabatan 

fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan 

fungsional mempunyai tugas melaksaanakan kegiatan teknis sesuai bidang 

keahliannya masing-masing. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir 

oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan 

oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul 

Kepala UPT BP3K melalui Kepala Badan. Jumlah tenaga fungsional 
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ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisa beban kerja yang diatur 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugasnya Kasubag Tata Usaha, petugas 

pelaksana pada Pokja Pertanian, Pokja Perikanan dan Pokja Kehutanan 

dan Kelompok Jabatan Fungsional dapat diberikan remunirasi/tambahan 

penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggungjawab dan keahlian 

masing-masing dan juga kemampuan daerah. . 

Kepala UPT BP3K dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat 

dan diberhentikan oleh bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 

syarat atau usul kepala badan. Pengangkatan dan pemberhentian serta 

pembinaan terhadap kelompok petugas pelaksana teknis fungsional di 

lingkungan UPT BP3K dilakukan sesuai dengan peraturan perundang 

undangan yang berlaku. 

Kepala UPT BP3K dan unsur-unsur lainnya di lingkungan UPT 

BP3K wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi dan 

simplikasi sesuai kedudukan, tugas dan kewenangannya masing-masing. 

Kepala UPT BP3K dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, wajib 

melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan 

instansi terkait di wilayah kerjanya baik secara vertikal maupun horizontal. 

Kepala UPT BP3K bertanggungjawab memtmpm dan 

mengkoordinasikan bawahannya dan mengawasi serta memberikan 

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya apabila 

terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku. Kepala UPT BP3K wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk 

atasan masing-masing serta bertanggung jawab dan menyampaikan 

laporan secara berkala tepat pada waktunya. 

Segala pembiayaan yang diperlukan dari terbitnya Peraturan Bupati 

Nunukan Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan 

Pertanian Perikanan dan Kehutanan dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan melalui Badan 

Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah serta sumber-

sumber lain yang tidak mengikat. 

Bagan. 4.1 Struktur Organisasi UPT BP3K pada Badan Ketahanan Pangan 
dan Pelaksana Penyuluhan Daerah Kabupaten Nunukan 

I KEPALA J 
I 

I 

KELOMPOK 
JABATAN SUB BAGIAN 

·- - -·--···--·-
FUNGSIONAL TATA USAHA 

·-·-------+--
I I l I 

POKJA POKJA POKJA 
PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN 
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B. Hasil dan Pembahasan 

1. Implementasi Kebijakan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja UPT BP3K di Kabupaten Nunukan 

a. Pembentukan UPT BP3K 

Dalam proses administrasi publik yang terpenting adalah 

adalah bagaimana orang-orang mengorganisasikan dirinya sebagai 

masyarakat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai bidang 

tugasnya dalam memecahkan masalah-masalah publik untuk mencapai 

tujuan bersama. Dalam prosesnya pemerintah merupakan lembaga 

utama yang menjalankan tugas-tugas pemerintah dan juga melibatkan 

masyarakat sebagai sumber legitimasi dan tujuan dari mana dan 

kepada siapa proses administrasi diselenggarakan. 

Lembaga pemerintah yang menangani masalah penyuluhan 

pertanian salah satunya adalah Balai Penyuluhan yang berada di 

tingkat kecamatan. Balai penyuluhan pertanian, perikanan dan 

kehutanan selanjutnya disebut BP3K adalah balai penyuluhan sebagai 

tempat bertemunya para penyuluh lapangan untuk merumuskan 

programa penyuluhan dan programa pembangunan pertanian, 

perikanan dan kehutanan di wilayah kecamatan. Untuk 

mengoptimalkan fungsi BP3K selaku perangkat teknis BKP3D di 

kecamatan maka ditetapkanlah BP3K sebagai Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) sehingga untuk selanjutnya disebut UPT BP3K. 

Dasar hukum pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

BP3K adalah Peraturan Bupati Nunukan Nomor 45 Tahun 2010 

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Keija UPT BP3K 
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pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah di 

Kabupaten Nunukan. Dengan tugas utama adalah mengoptimalkan 

fungsi balai penyuluhan sebagai tempat bertemunya para penyuluh 

lapangan untuk merumuskan programa penyuluhan dan programa 

pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Secara 

administratif dan teknis UPT BP3K bertanggung jawab kepada Badan 

Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah sebaliknya 

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah 

bertanggungjawab membina serta memberikan bantuan teknis dan 

administratif kepada UPT BP3K. Berikut dibawah ini adalah Tabel 

4.3 tentangjumlah UPT BP3K se Kabupaten Nunukan Tahun 2015. 

Tabel. 4.3 
Jumlah UPT BP3K se Kabupaten Nunukan Tahun 2015 

No. UPTBP3K 

I. Nunukan 
2. Sebatik 
3. Sebuku 
4. Sembaku'!& 
5. Lumbis 
6. Krayan 

Somber : Data Pnmer setelah d10lah, Tahun 2016 

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas hila menilik dari kondisi 

Kabupaten Nunukan yang terdiri atas 16 Kecamatan, sangat tidak 

sebanding dengan jumlah UPT BP3K yang dibentuk oleh Pemerintah 

Kabupaten Nunukan. UPT BP3K sebagai lembaga pelayanan publik 

harus mampu menjangkau keseluruhan aspek pelayanan terkait sektor 

pertanian, perikanan dan kehutanan. Jumlah UPT BP3K yang tidak 
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sebanding dengan jumlah kecamatan menjadikan pelayanan kepada 

publik menjadi tidak optimal. 

Dalam persepektif administrasi publik, komunikasi dalam 

bentuk sosialisasi/promosi kebijakan kepada publik sebelum kebijakan 

tersebut digulirkan adalah sangat penting artinya. Adopsi dan 

resistensi dari publik terhadap produk kebijakan, sangat ditentukan 

oleh model komunikasi tersebut. Publik yang tidak respek terhadap 

suatu kebijakan merupakan penghambat dari implementasi kebijakan, 

sebaliknya penerimaan yang baik dari publik terhadap suatu kebijakan 

pada saat disosialisasikan akan memudahkan implementasi kebijakan 

tersebut dilapangan. 

Terbitnya Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2010 tentang 

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Ketja UPT BP3K di 

Kabupaten Nunukan, secara administratif tidak disosialisasikan, 

padahal kegiatan sosialisasi merupakan proses yang sangat penting 

terkait kejelasan dan persamaan persepsi bagi para pihak terkait 

dengan implementasi kebijakan Perbup 45 Tahun 2010. Hal ini sesuai 

dengan apa yang disampaikan oleh Koordinator Balai Penyuluhan 

Pertanian (BPP) Kecamatan Sebatik Barat, dalam wawancara bahwa : 

"Dalam pembentukan UPT BP3K tidak pernah di 
sosialisasikan pada kami demikian juga dengan penambahan 
kata UPT yang melekat pada Balai Penyuluhan tersebut tidak 
sejalan dengan UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang 
mengamanatkan bahwa kelembagaan penyuluhan di tingkat 
kecamatan adalah Balai Penyuluhan" (Wawancara, 25 April 
2015). 
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Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Jabatan 

Fungsional Penyuluh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 

Penyuluhan Daerah Nunukan, bahwa : 

"Dalam penerapan Perbup draf rancangan pembentukan UPT 
pihak Koordinator Jabatan Fungsional Penyuluh tidak 
dilibatkan. Pembahasan mengenai rancangan Perbup tersebut 
hanya dibahas oleh pejabat struktural. Demikian juga sebelum 
penerapan perbup setahu saya tidak disosialisasikan tiba-tiba 
langsung di terapkan. Memang saya akui bahwa secara 
administratif UPT BP3K menyalahi UU Nomor 16 tahun 
2006, sebab didalam UU No. 16/2006 penyebutan 
kelembagaan penyuluh ditingkat kecamatan bukan UPT tetapi 
BPP". ".(Wawancara, 25 April2016) 

Ungkapan Koordinator Jabatan Fungsional Penyuluh tersebut 

di atas diamini oleh Koordinator Penyuluh Wilayah Binaan 

Kecamatan Sebuku, Sembakung dan Lumbis. Menurutnya bahwa : 

"Kalau untuk sosialisasi Perbup 45 Tahun 2010 setahu saya 
tidak pemah disosialisasikan karena saya sebagai koordinator 
penyuluh wilayah sebuku, sembakung dan lumbis tidak pemah 
mendengamya, terkait dengan penamaaan UPT BP3K 
sebenarnya kalau kita bicara tentang semangatnya hal ini tidak 
sesuai dengan amanat UU Nomor 16 tahun 2006 yang 
mengamanatkan untuk kelembagaan penyuluh ditingkat 
kecamatan adalah Balai Penyuluhan yang pemimpinnya adalah 
seorang koordinator, jadi intinya tidak sesuai. ".(Wawancara, 
25 April2016) 

Senada dengan penyampa1an Kabid Sarana dan Prasarana 

Penyuluh, bahwa : 

"Kalau untuk kegiatan sosialisasi saya kurang tahu karena 
memang dalam penyusunan Perbup kami tidak dilibatkan, tapi 
untuk penamaan menurut saya tidak menjadi masalah sesuai 
atau tidak sesuai, memang jika dicennati dalam UU No. 16 
Tahun 2006 kelembagaan penyuluh di kecamatan adalah balai, 
dan hila melihat penamaan balai penyuluhan dalam Peraturan 
Bupati Nomor 45 Tahun 2010 hal tersebut disesuaikan dengan 
kebijakan daerah"(Wawancara, 25 April 20 16). 
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Berdasarkan pemyataan-pemyataan tersebut diatas bahwa 

dalam proses penyusunan dan terbitnya Perbup 45 Tahun 2010 tidak 

disosialisasikan hal ini menyebabkan dalam proses implementasi 

kebijakan tidak terjadi komunikasi yang baik antara pembuat 

kebijakan dan para implementator sehingga ada kesan dalam 

pembentukan UPT ini tidak sejalan dengan aturan yang membawahi 

penyuluh dan kelembagaan penyuluhan yang ada. 

Secara administrasi publik, Peraturan Bupati merupakan 

bagian dari regulasi Peraturan Mentri. Peraturan Bupati dalam sistem 

Tata Hukum di Indonesia berada dibawah Peraturan Mentri, sehingga 

dari dimensi kebijakan publik, Peraturan Bupati harus sejalan dengan 

Peraturan Mentri. Pelaksanaan Kelembagaan penyuluh, secara teknis 

telah diatur dengan beberapa kebijakan pemerintah sebagai panduan 

pelaksanaannya yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan. Dalam hal 

penamaan kelembagaan penyuluh dan untuk persamaan persepsi 

tentang pengelolaan kelembagaan penyuluh maka pemerintah 

mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya Peraturan Menteri 

Pertanian (Permenpan) Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pengelolaan Balai Penyuluhan dan Peraturan Presiden Nomor 154 

Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Perikanan 

dan Kehutanan. Peraturan-peraturan inilah yang harus menjadi 

pedoman dan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan 
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baik itu menyangkut sumber daya kepenyuluhan maupun 

kelembagaan penyuluhan di tingkat apapun. 

Terkait dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Otonomi Daerah yang didalamnya mengatur beberapa hal tentang 

penyuluh, diantaranya lampiran halaman 107 UU No 23 tahun 2014 

menyebutkan Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan 

Perikanan menjadi urusan pemerintah pusat, yang meliputi : 

Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional, Akreditasi dan 

sertifikasi penyuluh perikanan dan Peningkatan kapasitas SDM 

masyarakat kelautan dan perikanan. Sedangkan lampiran halaman 

120 UU No 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa Pendidikan dan 

Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang 

Kehutanan menjadi urusan pemerintah pusat, meliputi 

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan menengah 

kehutanan dan Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan nasional. Dan 

menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi : Pelaksanaan 

penyuluhan kehutanan provinsi, Pemberdayaan masyarakat di bidang 

kehutanan. Sedangkan dalam regulasi tersebut tidak mengatur tentang 

penyuluh pertanian. Berdasarkan basil Wawancara dengan Ketua 

Komisi II DPRD Nunukan terkait dengan UU 23 Tahun 2014, 

menurut beliau bahwa : 

" UU 23 T ahun 2014 ten tang pemerintahan daerah sampai saat 
ini kami di komisi II belurn pernah membahas tentang 
undang-undang tersebut terutama yang berkaitan dengan 
masalah kepenyuluhan, karena sampai saat ini kami masih 
menunggu Perpresnya dulu, dan sampai saat ini belurn ada 
yang berkoordinasi dengan kami terkait dengan UU 
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pemerintahan daerah yang terbaru ini, jadi kita tunggu 
saja .......... kami pasti memikirkan nasib para penyuluh karena 
hal itu berhubungan langsung dengan komisi kami" 
(Wawancara, 26 April 20 16). 

Mengoptimalkan fungsi balai penyuluhan sebagai tempat 

bertemunya para penyuluh lapangan untuk merumuskan program 

penyuluhan dan programa pembangunan pertanian merupakan tujuan 

pembentukan UPT BP3K, hal ini relevan dengan apa yang 

disampaikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 

Penyuluhan Daerah, bahwa : 

"UPT BP3K adalah perpanjangan tangan dari Badan 
Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah sebagai 
induk organisasi, agar pelayanan kepada masyarakat menjadi 
lebih optimal. Selain itu, tujuan dari pembentukan UPT BP3K 
adalah peningkatan status penyu1uh dan juga untuk 
memudahkan pelaku utama dan pelaku usaha melakukan 
koordinasi dengan pemerintah terkait usaha taninya". 
(Wawancara, 25 April2016) 

Senada dengan penyampaian Ketua Komisi II DPRD 

Kabupaten Nunukan, bahwa: 

"UPT BP3K .... saya tidak tahu pasti, tapi kalo tidak salah itu 
merupakan lembaga penyuluh yang ada di kecamatan, tempat 
dimana kita bisa bertemu para penyuluh yang berada di 
kecamatan"(Wawancara, 26 April 20 16) 

Berdasarkan pemyataan-pemyataan tersebut diatas dapat 

dikatakan bahwa masih ada penentu kebijakan yang tidak mengetahui 

secara pasti apa itu UPT BP3K sebagai kelembagaan penyuluh yang 

ada di kecamatan dan merupakan unit pelaksana teknis dari BKP3D. 

Balai penyuluhan pertanian sebagai bagian dari kelembagaan 

UPT BP3K tidak secara otomatis mampu menjawab tantangan 

kebutuhan dari masyarakat (publik) terkait kegiatan pertanian, 
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perikanan dan kehutanan. Sebelum terbitnya Perbup 45 Tahun 2010 

kelembagaan penyuluh yang ada di kecamatan adalah Balai 

penyuluhan Pertanian (BPP), namun setelah perbup dikeluarkan ada 

beberapa BPP yang berafiliasi menjadi UPT BP3K. Untuk lebih 

jelasnya jumlah BPP yang berafiliasi ke UPT BP3K di masing 

masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel4.4 dibawah ini, yaitu: 

Tabel. 4.4 
Jumlah BPP berdasarkan UPT BP3K di Kabupaten Nunukan Taboo 2015 

No. UPTBP3K Jumlah BPP Wilayah Binaan BPP 

I. Nunukan 2 
Kecamatan Nunukan Selatan dan 
Kecamatan Semanggaris 

2. Sebatik 1 Kecamatan Sebatik Barat 
3. Sebuku 1 Kecamatan Tulin Onsoi 
4. Sembakung 0 -
5. Lumbis 0 -
6. Krayan 1 Kecamatan Krayan Selatan 

Somber : Data Primer setelah diolah, Tahun 2016 

Berdasarkan data Tabel4.4 tersebut diatas terlihat bahwa tidak 

semua BPP yang ada berafiliasi menjadi UPT BP3K. BPP yang tidak 

berafiliasi kemudian tetap berada di bawah binaan UPT BP3K yaitu 

BPP Kecamatan Nunukan Selatan, BPP Kecamatan Semanggaris, 

BPP Sebatik Barat, BPP Kecamatan Tulin Onsoi dan BPP Krayan 

Selatan. Karena BPP yang ada telah berafiliasi maka UPT BP3K 

Sembakung dan UPT BP3K Lumbis tidak memiliki BPP, sedangkan 

UPT BP3K Nunukan merupakan UPT BP3K yang membawahi dua 

BPP. UPT BP3K Sebatik dan UPT BP3K Sembakung masing-masing 

membawahi satu BPP. 

Berdasarkan pembahasan dan wawancara tersebut diatas maka 

peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam proses implementasi 
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pembentukan UPT BP3K belum betjalan optimal hal ini disebabkan 

karena dalam penyusunan kebijakan tidak tetjadi komunikasi yang 

efektif dalam bentuk sosialisasi pada saat penyusunan dan penerapan 

perbup kepada para impementator dan pihak legeslatif sebagai 

penentu kebijakan yang membidangi masalah penyuluhan, Hal ini 

senada dengan apa yang dikemukakan oleh Dun (2000 : 20) bahwa : 

"Implementasi suatu kebijakan publik merupakan proses yang 
inheren dengan kebijakan publik itu sendiri. Artinya 
implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang 
(hendaknya) dirancang bersamaan dengan perancangan 
kebijakan publik yang bersangkutan". 

b. Susunan Organisasi UPT BP3K 

Struktur organisasi UPT BP3K merupakan bagian dari struktur 

organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksaa Penyuluhan Daerah 

(BKP3D). Sebagai unit pelaksana teknis BKP3D sebagaimana 

tercantum dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 45 Tahun 2010 

tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Ketja Unit 

Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan 

Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 

Derah Nunukan bahwa susunan organisasi UPT BP3K terdiri atas : 

(a) Kepala, (b) Sub Bagian Tata Usaha (c) Pokja Pertanian (d) Pokja 

Perikanan (e) Pokja Kehutanan dan (f) Kelompok Jabatan Fungsional. 

1 ). Kepala UPT BP3K 

UPT BP3K dipimpin oleh seorang kepala yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Kepala 

BKP3D Kabupaten Nunukan. Kepala UPT BP3K mempunyai 
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tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan 

tugasnya. Sesuai Perbup 45 Tahun 2010 tugas utama Kepala 

UPT BP3K adalah melaksanakan sebagian tugas teknis oprasional 

BKP3D dibidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, 

perikanan dan kehutanan di wilayah kecamatan sesuai dengan 

pedoman dan kebijakan yang telah ditetapkan. Eselorerning 

jabatan kepala UPT BP3K adalah pejabat struktual eselon IV.a 

Diantara Kepala UPT BP3K yang ada saat ini ada 

beberapa kepala upt yang tidak bertempat tinggal di wilayah 

binaannya (kecamatan), yaitu Kepala UPT BP3K Sebatik, kepala 

UPT BP3K Sembakung dan kepala UPT BP3K Krayan. 

Sementara kepala UPT BP3K Nunukan, kepala UPT BP3K 

Lumbis dan kepala UPT BP3K Sebuku merupakan kepala upt 

yang bertempat tinggal diwilayah binaannya. 

Salah satu alasan mereka tidak bertempat tinggal di 

wilayah kerjanya 
. . 

masmg-masmg adalah tidak adanya 

infrastruktur yang memadai bagi Kepala UPT BP3K di kecamatan 

karena itu merupakan hal yang urgen sifatnya selain itu tidak 

memadainya prasarana dan sarana pendukung bagi Kepala UPT 

BP3K. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala 

UPT BP3K Krayan yang mengatakan bahwa: 

"Listrik adalah penggerak administrasi perkantoran yang 
sangat penting, dan ini yang belum terpenuhi secara 
maksimal di UPT BP3K Krayan. Demikian juga sarana 
administrasi yang terbatas dan kondisi perkantoran UPT 
BP3K yang kurang sesuai karena bangunan yang ada 
merupakan hibah dari Dinas Pertanian pada tahun 2008, 
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masih ditambah lagi dengan tidak adanya perumahan bagi 
kepala UPT dan biaya oprasional untuk kegiatan di UPT' 
(Wawancara, 20 April 2016). 

Hal senada disampaikan oleh Kepala UPT BP3K 

Sembakung, bahwa : 

"Kondisi perkantoran yang sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan dan kebutuhan pelaku utama dan pelaku 
usaha. Bangunan Kantor UPT BP3K Sembakung yang ada 
saat ini dibangun pada tahun 2008 oleh Dinas pertanian 
pada saat itu saya masih menjadi penyuluh bu ............. . 
jadi paling tidak untuk bangunan kantor dan ruang 
pertemuan harus direnovasi atau dibangun barn karena 
hila hujan deras kami kebanjiran. Demikian juga sarana 
pendukung administrasi seperti perabotan kantor seperti 
meja, kursi dan lemari sudah pada rusak dan harus diganti, 
selain itu tidak adanya biaya untuk melaksanakan kegiatan 
di UPT "(Wawancara, 20 April2016). 

Berdasarkan pemyataan-pemyataan dari wawancara diatas 

sarana dan prasarana yang tidak memadai bagi kepala UPTlah 

yang menyebabkan mereka tidak bertempat tinggal di wilayah 

ketjanya masing-masing selain itu tidak adanya biaya untuk 

administrasi dan pembiayaan kegiatan di UPT. Bila hal ini 

dikaitkan dengan administrasi publik mensyaratkan adanya unsur 

penunjang kelengkapan administrasi maka optimalisasi suatu 

pelayanan sangat ditentukan oleh unsur-unsur penunjang untuk 

mendukung kelancaran pelayanan terhadap publik. Kelancaran 

administrasi bukan hanya berkaitan dengan kelengkapan 

administrasi tersebut seperti meja kursi kertas dan lain-lain. 

Namun juga prasarana seperti pengadaan listrik, perbaikan 

bangunan perkantoran adalah hal-hal yang sifatnya urgen dalam 

administrasi. Terlebih penting dari itu adalah perumahan bagi 
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pejabat pelaksana UPT BP3K, bagi mereka yang ditempatkan 

jauh dari keluarganya. 

2). Sub Bagian Tata Usaha 

Kepala UPT BP3K dalam melaksanakan tugasnya sehari-

hari pada masing-masing UPT BP3K dibantu oleh Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha. Sesuai Perbup 45 Tahun 2010 tugas utama 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah membantu Kepala UPT 

BP3K menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja 

serta melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, 

keuangan dan kepegawaian serta pelaporan tata laksana rumah 

tangga di lingkungan UPT BP3K. Dan eseloming Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha adalah pejabat struktural eselon IV.b. 

Tabel 4.5 Berikut di bawah ini memberikan informasi tentang 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha di masing-masing UPT BP3K: 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Tabel. 4.5 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha di UPT BP3K 

se Kabupaten Nunokan Taboo 2015 

UPT BP3K Kasubag Tata Usaha 

Nunukan Ada 

Sebatik Ada 

Sebuku Tidak Ada 

Sembakung Tidak Ada 

Lumbis Tidak Ada 

Krayan TidakAda 

Somber : Data Primer setelah d10lah, Tahun 2016 

Berdasarkan data Tabel4.5 tersebut diatas ada empat UPT 

BP3K yang belum memiliki Kepala Sub Bagian Tata Usaha, ini 
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menyebabkan semua tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha dilaksanakan oleh Kepala UPT. Sedangkan UPT yang 

telah memiliki Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah UPT BP3K 

Nunukan dan UPT BP3K Sebatik. Berdasarkan wawancara 

dengan Kepala UPT BP3K, terkait kekosongan pada Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha, bahwa : 

"Kami dari UPT BP3K Lumbis sudah pemah 
membicarakan hal ini pada kepala BKP3D sebagai induk 
organisasi UPT BP3K dan pejabat sebelum saya juga 
sudah pemah mengusulkan waktu itu saya masih penyuluh 
bu, agar jabatan kasubag yang masih kosong segera diisi 
dengan bersurat ke BKDD Nunukan terkait pengisian 
jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang masih kosong 
di UPT BP3K Lumbis, namun hingga kini belum ada 
realisasinya, hal ini membuat saya harus merangkap 
jabatan" (Wawancara, 21 April 2016). 

Hal senada yang disampaiakn oleh Kepala UPT Sebuku, 

terkait kekosongan pada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, bahwa: 

"Awal pembentukan upt kami memang memiliki struktur 
organisasi yang lengkap terutama kepala dan kasubag tata 
usaha waktu itu saya adalah kasubag tata usaha, namun 
beberapa tahun kemudian kepala upt ditarik ke kantor 
BKP3D dan kemudian saya dilantik untuk menggantikan 
posisi kepala upt. Namun sampai saat ini belum ada lagi 
yang menggantikan posisi saya. Hal ini sudah pemah juga 
saya sampaikan pada kepala BKP3D, namun hingga kini 
belum ada realisasinya, hal ini menyebabkan semua 
pekerjaan kasubag tata usaha saya yang menghendelnya" 
(Wawancara, 21 April 20 16). 

Berdasarkan pemyataan-pemyataan tersebut diatas bahwa 

ketiadaan kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam organisasi 

kelembagaan UPT BP3K menjadikan kepala UPT merangkap 

jabatan tersebut, dan hal IDI menjadikan manaJemen 

keorganisasian di UPT BP3K sangat tidak efektif. BKDD selaku 
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instansi yang bertanggung jawab dalam penempatan pegawai 

(PNS) dalam lingkup pemerintah Kabupaten Nunukan seharusnya 

tanggap dalam menerima usulan/permintaan formasi jabatan 

Kasubag Tata Usaha UPT BP3K yang disampaikan oleh Kepala 

BKP3D agar mekanisme penyelenggaraan adaministrasi di UPT 

BP3K dapat be:rjalan sesuai dengan ketentuan Perbup 45 Tahun 

2010. 

Dalam bidang Administrasi Publik, Bagian Tata Usaha 

dalam manjemen Administrasi Publik memiliki kedudukan yang 

sangat penting kegiatan tata usaha yang menyangkut surat 

menyurat, dokumentasi, aset administrasi yang menjadi tanggung 

jawab/wewenang Kepala Tata Usaha. Ada perbedan yang sangat 

prinsip antara sumber dana penyuluhan dan penyuluh selaku 

bagian dari personil UPT BP3K. Karena kewenangan Kepala 

Tata Usaha adalah menyangkut personalia penyuluh. Sehingga 

absensi, pengurusan ijin maupun cuti dan lain-lain kepentingan 

administrasi penyuluh menjadi kewajiban tata usaha untuk 

mengurusnya; sedangkan pembinaan sumber daya penyuluh baik 

secara teknis maupun non teknis merupakan kewenangan penuh 

kepala UPT BP3K. 

3). Kelompok Kerja (Pokja) 

UPT BP3K secara administratif membawahi kelompok 

kerja (pokja) sesuai dengan bidang tugas para penyuluh di 

lapangan, yaitu kelompok kerja Pertanian, kelompok kerja 
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Perikanan dan kelompok kerja Kehutanan. Pokja adalah 

kelompok kerja di lingkungan UPT BP3K yang terdiri dari 

beberapa orang petugas sebagai pelaksana teknis sesuai bidang 

tugas dan keahlian yang dimiliki. Berdasarkan Perbup 45 Tahun 

2010 tugas utama pokja adalah membantu kepala Upt BP3K 

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis dan 

menyelenggarakan penyuluhan sesuai bidangnya masing-masing 

yaitu pertanian, perikanan dan kehutanan yang meliputi 

pengembangan SDM penyuluhan sarana dan prasarana informasi, 

teknologi, kelembagaan dan bina usaha tani sesuai lingkup tugas 

dan kewenangannya berdasarkan pedoman dan ketentuan yang 

berlaku. Dan petugas yang menduduki jabatan pokja adalah para 

penyuluh dari jabatan non struktural. 

UPT BP3K sebagai lembaga pelayanan publik harus 

mampu menjangkau keseluruhan aspek pelayanan terkait sektor 

pertanian, perikanan dan kehutanan. Jumlah UPT BP3K yang di 

bentuk oleh pemerintah Daerah sangat tidak sebanding dengan 

jumlah kecamatan yang ada hal ini masih ditambah lagi dengan 

jumlah kelompok kerja (pokja) yang seharusnya ada ditiap UPT 

BP3K namun tidak lengkap. Sebagaimana yang digambarkan 

oleh Tabel 4.6 tentang jumlah Pokja di UPT BP3K se Kabupaten 

Nunukan Tahun 2015: 
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Tabel. 4.6 
Jumlah Pokja di UPT-BP3K se Kabupaten Nunukan Tahun 2015 

No. UPT-BP3K POKJA 
Pertanian Perikanan Kehutanan 

1. Nunukan Ada Ada Ada 

2. Sebatik Ada Ada Ada 

3. Sebuku Ada TidakAda Tidak Ada 

4. Sembakung Ada Ada Ada 

5. Lumbis Ada Ada Tidak Ada 

6. Krayan Ada Ada TidakAda 

Somber : DataPrimer setelah diolah, Tahun 2016 

Berdasarkan data Tabel 4.6 tersebut diatas UPT BP3K 

Nunukan, UPT BP3K Sebatik dan UPT BP3K Sembakung 

merupakan UPT BP3K yang memiliki pokja lengkap yaitu pokja 

Pertanian, Pokja Perikanan, dan Pokja Kehutanan. Sedangkan 

UPT BP3K Lumbis dan UPT BP3K Krayan ·adalah UPT BP3K 

yang hanya memiliki dua Pokja yaitu Pokja Pertanian dan 

Perikanan. Sementara UPT BP3K Sebuku hanya memiliki satu 

pokja yaitu pokja Pertanian. 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPT BP3K 

Sebuku yang mengatakan bahwa : 

"Sebenarnya kami kesulitan juga karena kami hanya 
memiliki satu pokja di UPT, jadi semua yang berkaitan 
dengan bidang kehutanan dan perikanan semuanaya 
dihandel oleh pokja pertanian, padahal kala melihat 
potensi daerah kami seharusnya pokja kehutanan hams 
ada karena kami memiliki hutan yang cukup luas dengan 
hasi1 hutan yang melimpah" (Wawancara, 21 Apri12016). 

Hal senada disampaikan oleh Koordinator BPP Kecamatan 

Krayan yang juga merangkap pokja Pertanian pada UPT BP3K 

Krayan, bahwa : 

42356.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



73 

"Selama ini terns terang ya bu ........... kami tidak pemah 
tahu apa saja tugas dan fungsi pokja berdasarkan Perbup 
45 Tahun 2010, karena semua administrasi yang berkaitan 
surat menyurat upt hanya kepala upt saja yang tahu, selain 
itu apabila ada kegiatan di lapangan terkadang pokja tidak 
dilibatakan karena langsung ditangani oleh kepala UPT 
BP3K" (Wawancara, 20 April2016). 

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, terkait kekosongan 

pokja di beberapa UPT BP3K, koordinator penyuluh perikanan 

Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa : 

"Kami akui bahwa kekosongan pokja perikanan pada 
beberapa UPT BP3K memang disesuaikan dengan potensi 
daerah tersebut, karena apabila didaerah terscbut tidak 
potensial untuk dikembangkan budidaya perikanan maka 
kami tidak akan mengusulkan pengadaan pokja pada upt 
tersebut" (Wawancara, 25 April2016). 

Hal berbeda dengan apa yang disampaikan oleh 

koordinator Penyuluh Perikanan, koordinator penyuluh 

Kehutanan mengatakan, bahwa : 

"Kekosongan pokja kehutanan pada beberapa UPT BP3K 
memang buka sesuatu yang kami sengaja atau tidak kami 
ketahui, namun karena kami penyuluh kehutanan 
jumlahnya yang sangat terbatas hanya enam orang, untuk 
itulah ada beberapa UPT BP3K yang tidak memiliki pokja 
kehutanan" (Wawancara, 25 April2016). 

Berdasarkan pemyataan tersebut diatas pembentukan 

kelompok kerja (pokja) di masing-masing UPT BP3K pada 

hakikatnya adalah untuk memudahkan para pelaku utama dan 

pelaku usaha masing-masing sub sektor usaha tani untuk 

berkoordinasi dengan penyuluh ahli/spesialis. Namun ketika 

potensi wilayah disuatu daerah memungkinkan untuk adanya 

sebuah pokja yang membidangi namun tidak diadakan akan 

menyebabkan hilangnya mata rantai pelayanan terhadap pelaku 
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utama dan pelaku usaha (publik). Hal tersebut diatas nampak 

pada UPT BP3K Sebuku yang tidak memiliki Pokja Kehutanan, 

padahal Kecamatan Sebuku memiliki potensi hasil hutan berupa 

kayu dan non kayu yang cukup besar. Madu dan gaharu adalah 

dua dari sekian banyak produk hasil hutan yang ada di Kecamatan 

Sebuku yang membutuhkan pembinaan dan pemberdayaan dari 

Penyuluh Kehutanan. Ketidakhadiran Penyuluh Kehutanan di 

UPT BP3K ini menjadikan efektifitas pelayanan tidak optimal. 

Urgensi dan kedudukan seorang pimpinan pokja sangat 

penting dalam memudahkan koordinasi dan pembinaan kepada 

pelaku utama/pelaku usaha selaku sasaran implementasi 

kebijakan. Jika Pokja tidak berada di UPT tersebut atau pokja 

tidak memahami dengan baik amanat Perbup No. 45 Tahun 2010 

menjadikan pokja tidaka mampu berfungsi secara optimal selain 

itu leading sektor antara pokja dengan penyuluh yang bemaung 

dibawah pokja tersebut tidak pemah ada. 

4). Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional sesuai perbup 45 Tahun 

2010 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesua1 

biang keahliannya masing-masing yang dikoordinir oleh seorang 

tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh 

bupati. Semua penyuluh yang ada di UPT BP3K bemaung 

dibawah kelompok jabatan fungsional karena UPT BP3K 

merupakan wadah berkumpulnya para penyuluh dan para pelaku 
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utama/pelaku usaha. Berikut dibawah ini adalah data Tabel 4.7 

yang menggambarkan jumlah personil penyuluh pada masing-

masing UPT BP3K se Kabupaten Nunukan. 

Tabel. 4.7 
Jumlah Penyuluh Berdasarkan UPT BP3K se Kabupaten Nunukan 

Tahun 2015 

No. UPT-BP3K Personil PPL (orang) 
Pertanian Perikanan Kehutanan Jumlab 

1. Nunukan 30 ll 4 45 

2. Sebatik 27 8 l 36 

3. Sebuku 12 2 - 14 

4. Sembakung 7 2 1 lO 

5. Lumbis 9 2 - 11 

6. Krayan 7 1 - 8 

Sumber : Data Primer setelah diola~ Tahun 2016 

Berdasarkan data Tabel 4.7 tersebut diatas UPT BP3K 

Nunukan adalah UPT BP3K berada di urutan pertama yang 

memiliki penyuluh paling banyak yaitu 45 orang karena didalam 

jumlah tersebut termasuk koordinator penyuluh yang berada di 

ibukota kabupaten Nunukan. Selanjutnya UPT BP3K Sebatik 

menempati posisi kedua dengan jumlah penyuluh 36 orang 

selanjutnya berturut-turut UPT BP3K Sebuku 14 orang, UPT 

BP3K Lumbis 11 orang dan UPT BP3K Sembakung 10 orang dan 

yang memiliki jumlah penyuluh paling sedikit dan berada 

diurutan terakhir adalah UPT BP3K Krayan dengan jumlah 

penyuluhnya sebanyak 8 orang. 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPT BP3K 

Sebuku., bahwa : 
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"Personil penyuluh ... sebenarnya kami sangat kekurangan 
karena dengan jurnlah penyuluh yang hanya 10 orang 
dengan jurnlah desa binaan 19 desa ini menyulitkan kami 
dalam melakukan pembinaan pada pelaku utama dan 
pelaku usaha selain itu jarak antar satu desa dengan desa 
lain yang sangat beijauhan, sehingga menghambat 
penyuluh kami dalam memberikan pelayanan." 
(Wawancara, 20 April2016). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT BP3K 

Krayan bahwa : 

"Itu tadi bu ..... selain kami tidak punya Kasub Tata Usaha 
kami juga sangat kekurangan personil penyuluh sehingga 
ada desa di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan yang 
yang tidak ada penyuluhnya ini menambah beban kami 
dalam pelayanan karena kami tidak bisa bemberikan 
pelayanan yang maksimal." (Wawancara, 20 April2016). 

Penyuluh dalam menjalankan tugasnya harus membina 

kelembagaan petani yang ada di kelurahanldesa dalam bentuk 

kelompok tani, kelompok perikanan dan kelompok kehutanan, 

Tabel 4.8 berikut ini menggambarkan jurnlah kelembagaan pelaku 

utama dan pelaku usaha di wilayah binaan masing-masing UPT 

BP3K. 

Tabel. 4.8 
Jumlah Kelembagaan Petani berdasarkan UPT-BP3K 

se Kabupaten Nunukan Tahun 2015 

Jumlah Kelembagaan Petani 
UPT BP3K Pertanian Perikanan Kehutanan 

Poktan Ga_poktan Pokan Ga]!_okan Pokhut Gapokhut 
Nunukan 235 6 91 I - -

Sebatik 184 12 202 - - -

Sebuku 104 11 II - - -

Sembakung 120 20 17 - - -

Lumbis 78 26 6 - - -

Krayan 143 11 7 - - -

Jumlah 864 86 334 1 - -

Sumber : Data Pnmer setelah d10lah, Tahun 2016 
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Berdasarkan data Tabel 4.8 tersebut diatas tentang 

kelembagaan petani yang ada maka UPT BP3K Nunukan 

merupakan upt yang paling banyak membina kelompok tani yaitu 

235 kelompok tani (poktan), dan untuk bidang perikanan UPT 

BP3K Sebatik merupakan upt yang paling banyak membina 

kelompok perikanan (pokan) yaitu 202 pokan. Dan untuk 

kelembagaan bidang kehutanan kelompok tani hutan yang ada 

tergabung dengan kelompok tani begitu juga dengan gabungan 

kelompok tani (gapoktan). 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPT BP3K 

Nunukan, bahwa : 

"Personil penyuluh yang ada sekarang ini di UPT kami 
sebenamya memang kurang bila dibandingkan dengan 
jumlah kelembagaan petani yang ada, hal ini tentu 
menyulitkan bagi para penyuluh dalam membina dan 
memberikan informasi kepada para pelaku utama dan 
pelaku usaha dalam mengembangkan usahataninya. 
Namun hal ini tidak menjadi masalah bagi para penyuluh 
kami mereka tetap menjalankan tugas masing-masing 
sesuai kemampuan mereka." (Wawancara, 19 April 2016). 

Berdasarkan basil wawancara dengan Kepala UPT BP3K 

Krayan bahwa : 

"UPT Krayan mendengar namanya saja para penyuluh 
sudah takut untuk ditempatkan disana karena selain 
letaknya yang sangat jauh dari ibukota kabupaten sarana 
transportasi untuk sampai kesanapun sulit dan kalau ada 
biayanya sangat mahal, hal inilah mungkin yang 
menyebabkan setiap ada penyuluh yang awal 
pengangkatannya menjadi PNS ditempatkan di krayan 
tidak lama kemudian minta pindah, inilah yang 
menyebabkan personil penyuluh di UPT Krayan sangat 
sedikit karena itu tadi tidak betah. Kalau kekurangan terns 
terang kami sangat kekurangan karena dengan jumlah 
penyuluh yang hanya delapan orang harus membina 
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kurang lebih 80 desa yang ada di Kecamatan Krayan dan 
Krayan selatan ini menyebabkan satu orang penyuluh 
hams membina lebih dari satu desa bahkan ada desa yang 
tidak ada penyuluhnya karena sulit dijangkau." 
(Wawanc~ 20 April2016). 

Berdasarkan pemyataaan-pemyataan tersebut diatas selain 

tidak adanya kelompok kerja (pokja) di beberapa UPT mereka 

juga sangat kekurangan personil penyuluh untuk melayani pelaku 

utama dan pelaku yang tergabung dalam kelembagaan petani baik 

itu berupa poktan/pokan ataupun gapoktan yang mgm 

mendapatkan informasi tentang kepenyuluhan. Kurangnya 

personil penyuluh yang ada sebenarnya bisa menghambat dalam 

pengimplementasian kebijakan tentang kelembagaan penyuluh 

karena adanya kelembagaan penyuluh disebabkan karena adanya 

penyuluh. Bila mengacu pada UU No 16 tahun 2006 yang 

mengamanatkan satu desa satu penyuluh maka pelaksanaan 

regulasi tersebut belum maksimal di Kabupaten Nunukan, karena 

dari 240 desa yang ada di Kabupaten Nunukan jumlah penyuluh 

yang tersedia hanya 123 orang yang terbagi dalam tiga bidang 

penyuluhan yaitu penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan 

penyuluh kehutanan. Penyuluh sebagai salah satu implementator 

utama dalam Perbup 45 Tahun 2010 maka perlu juga dipikirkan 

bagaimana dengan kondisi penyuluh dilapangan dalam 

mengimplementasikan Perbup tersebut. Karena Fungsi 

penyuluhan itu sendiri adalah menjembatani kesenjangan antara 

praktik yang biasa dijalankan oleh para petani dengan 
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pengetahuan dan teknologi yang berkembang menjadi kebutuhan 

para petani itu sendiri (Setiana, 2005:3). 

Kelembagaan petani, petemak, petani hutan, petani 

perikanan, maupun pelaku pasar dari keseluruhan sub sektor 

merupakan sasaran dari kegiatan penyuluhan. Mereka adalah 

publik yang menjadi sasaran kebijakan sekaligus objek 

implementasi kebijakan. Tidak optimalnya pelayanan terhadap 

sasaran kebijakan berpotensi menimbulkan resistensi terhadap 

implementator kebijakan (para penyuluh) dan pemangku 

kebijakan (pemerintah dan DPRD). 

Berdasarkan pembahasan hasil temuan dan wawancara di 

lapangan yang tersebut diatas maka menurut peneliti untuk 

implementasi struktur organisasi di UPT BP3K be:rjalan kurang 

baik karena ada beberapa jabatan yang kosong setelah enam tahun 

pelaksanaannya. Adanya struktur organisasi yang timpang pada 

susunan organisasi UPT BP3K akan berimplikasi pada 

keberhasilan implementasi kebijakan yang kurang optimal. Hal 

ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Gibson et.al ( 1996 : 29) 

bahwa : 

"Untuk menentukan pencapaian pelayanan secara efektif 
hams ada struktur organisasi yang menjelaskan tugas yang 
jelas Gob discription), wewenang (authority), dan 
tanggung jawab (accountabi1lity) antar bagian/seksi dalam 
organisasi dan hubungan antar personal yang 
dipercayainya akan menghubungkan perilaku/individu dan 
kelompok dalam peningkatan mutu pelayanan, sehingga 
dengan demikian struktur organisasi sangat berpengaruh 
terhadap efektifitas pelayanan". 
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c. Tata Kerja 

UPT BP3K dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada 

dibawah koordinasi Camat, tempat UPT BP3K tersebut 

berkedudukan. UPT BP3K wajib berkoordinasi dengan Kecamatan 

melalui pertemuan berkala yang diselenggarakan di kecamatan mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta 

penilaian. 

UPT BP3K dalam melaksanakan penyuluhan program dan 

kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang pertanian, 

perikanan dan kehutanan dari satuan kerja atau Dinas teknis dalam hal 

ini Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib melakukan 

koordinasi dan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan program 

dan kegiatan sesuai bidang tugasnya. Sebaliknya Dinas teknis wajib 

memberikan memberikan dukungan dan pembinaan teknis terhadap 

UPTBP3K. 

Salah satu variabel dalam model implementasi Menurut van 

Meter dan van Horn adalah komunikasi antar organisasi dan kegiatan

kegiatan pelaksanaan. Hal ini sejalan dengan tata kerja UPT BP3K 

yang wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik secara 

vertikal maupun horizontal agar implementasi berjalan efektif maka 

ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan harus dipaharni oleh para pelaksana. 

Wawancara yang dilakukan terhadap, Kepala Bidang 

Kehutanan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

mengatakan bahwa : 
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"Selama ini hubungan antara Dishutbun Kabupaten Nunukan 
dan UPT BP3K di masing-masing kecamatan berjalan sinergis. 
Ini ditunjukkan dengan peran aktifUPT BP3K, khususnya PPL 
Kehutanan, dalam membantu pelaksanaan kegiatan Dishutbun 
dilapangan" (Wawancara, 26 April2016). 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan 

di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nunukan : 

"Hubungan koordinasi antara Dispertanak dan UPT BP3K 
sangat baik, terutama daJam penyeJenggaraan kegiatan 
dilapangan, misalnya inseminasi pada ternak sapi dan 
perguliran temak bantuan dari Pemerintah Daerah dan 
Pemerintah Propinsi" (Wawancara, 26 April 20 16). 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Produksi di 

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nunukan : 

"UPT dan PPL sangat membantu kami dalam merealisasikan 
setiap kegiatan teknis kami dilapangan yang berhubungan 
dengan petani, terutama kegiatan UPSUS yang meningkatkan 
produksi padi di semua kecamatan." (Wawancara, 26 ApriJ 
2016). 

Begitu juga apa yang disampaikan oleh Kabid Perikanan 

Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan: 

"Selama 1m UPT BP3K sangat membantu dalam 
mensukseskan program-program yang ada di Dinas Perikanan 
dan Kelautan terutama untuk pengembangan dan pemasaran 
hasil-hasil perikanan dan kelautan, diantaranya kerjasama 
antara pengusaha/pedagang rumput laut dengan petani rumput 
laut" (Wawancara, 26 Apri12016). 

Berdasarkan pernyataan-pemyataan yang dikemukann diatas 

melalui wawancara, bahwa koordinsai yang dilakukan oleh UPT 

BP3K yang ada di masing-masing kecamatan berjalan baik dengan 

instansi teknis yang ada walaupun dengan keterbatasan hal ini 

dibuktikan dengan meningkat dan terealisasinya setiap 

program/kegiatan dari masing-masing dinas teknis, salah satunya 
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adalah meningkatnya produktivitas padi melalui program UPSUS 

pada Dinas Pertanian dan Petemakan. 

Kepala UPT BP3K dan unsur-unsur lainnya di lingkungan 

UPT BP3K telah menerapkan pnns1p koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan kedudukan, tugas dan 

kewenangannya masing-masing dengan instansi terkait pada wilayah 

kerjanya baik secara vertikal maupun horizontal. 

Perbup Nomor 45 Tahun 2010 mengamanatkan pimpinan UPT 

BP3K wajib mengawasi bawahannya dan jika terjadi penyimpangan 

pimpinan UPT BP3K harus segera mengambillangkah-langkah yang 

diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Kepala UPT BP3K juga bertanggungjawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, Kepala UPT BP3K 

wajib juga mengadakan rapat-rapat secara berkala dengan 

bawahannya. 

Wawancara dengan Kepala UPT BP3K Nunukan, menyatakan 

bahwa: 

"Sulitnya melaksanakan kegiatan seperti rapat-rapat dengan 
para penyuluh di UPT BP3K Nunukan karena tidak adanya 
anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut, namun 
meski demikian rapat-rapat secara berkala tetap dilakukan di 
UPT BP3K Nunukan paling tidak 3 bulan sekali " 
(Wawancara, 19 April 20 16). 

Hal senada dikemukakan oleh Kepala UPT BP3K Sebatik, 

menyatakan bahwa : 
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"Tidak adanya anggaran untuk melaksanakan pertemuan rutin 
atau pun berkala di UPT BP3K maka UPT BP3K Sebatik 
tidak pemah melaksanakannya, jikapun ada pertemuan dengan 
penyuluh, itu mengikut dengan kegiatan dari dinas teknis yang 
dilaksanakan di UPT BP3K Sebatik" (Wawancara, 19 April 
2016). 

Pimpinan UPT BP3K wajib dan bertanggungjawab untuk 

menyarnpaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya, 

kemudian diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan dan 

petunjuk kepada bawahannya dan tembusan wajib disarnpaikan 

kepada Dinas Teknis/unit kerja yang secara fungsional mempunyai 

hubungan kerja. 

Wawancara dengan Kepala UPT BP3K Nunukan, menyatakan 

bahwa: 

"untuk masalah laporan kami dari UPT BP3K selalu berusaha 
untuk menyampaikan laporan ke BKP3D sebagai induk 
organisasi kami, namun yang menjadi kendalanya adalah 
penyuluh dari Kecamatan Simanggaris yang juga merupakan 
binaan kami karena letaknya yang jauh dan tidak satu pulau 
dengan Kecamatan Nunukan selain itu tidak adanya biaya 
bagi pokja yang ada disana untuk rnengantar 1aporan ternan
ternan penyuluh maka laporan kadang tidak tepat waktu kami 
sampaikan" (Wawancara, 19 April 20 16). 

Berdasarkan pembahasan basil temuan dan wawancara di 

lapangan yang tersebut diatas rnaka rnenurut peneliti untuk 

implementasi Tata Kerja di UPT BP3K berjalan baik sesuai dengan 

kemampuan masing-masing yang ada pada UPT BP3K Hal ini sejalan 

dengan yang disampaikan oleh Edwars III (1980) bahwa : 

"Implementasi kebijakan akan berjalan efektif hila para 
implementator mengetahui apa yang akan mereka lakukan dan 
terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program 
dengan para kelompok sasaran". 
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Berdasarkan wawancara dan pembahasan proses Implementasi 

Kebijakan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 45 Tahun 2010 tentang 

UPT BPK3 mulai dari pembentukan, Susunan Organisasi dan tata 

Ketja yang disajikan diatas, maka penulis mencoba mencari 

kebenaran data dari semua pemyataan dan data yang terkumpul 

dengan melakukan Triangulasi data. Peneliti mencoba mencari 

keabsahan data dengan menemui Kepala Badan Ketahanan Pangan 

dan Pelaksanaan Penyuluhan Daerah sebagai induk organisasi UPT 

BP3K. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BKP3D 

Nunukan, terungkap bahwa: 

"kami mengakui bahwa dalam pelaksanaan UPT BP3K masih 
ban yak kekurangannya, ya..... salah satunya itu adanya 
kekosongan jabatan dalam struktur birokrasi yang ada di UPT 
BP3K, terkait dengan kekosongan itu BKP3D Nunukan sudah 
pemah mengusulkan kepada BKDD Nunukan terkait pengisian 
jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pokja yang masih 
kosong di beberapa UPT BP3K, selain itu kami juga telah 
mengusulkan penambahan personil penyuluh namun hingga 
kini belum terealisasi. Untuk proses Pembentukan Perbup 45 
Tahun 2010 terus terang saya juga tidak ikut dan tidak tahu 
proses pembentukannya karena waktu itu saya bukan kepala 
BKP3D dan sekarangpun saya hanya pejabat pelaksana saja. 
Untuk Tata Ketja di UPT BP3K saya sangat salut dengan 
semua Kepala UPT yang selalu menerapkan prinsip koordinasi 
dan simplikasi dalam menjalankan tugasnya di masing-masing 
UPT BP3K walaupun dengan keterbatasan karena tidaka 
adanya dana oprasional" (Wawancara, 25 April2016). 

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas maka, peneliti 

menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan UPT BP3K betjalan 

dengan cukup baik sesuai dengan kemampuan yang ada pada masing-

masing UPT BP3K di kecamatan namun belum optimal, Hal ini 
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sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Winamo (2014 : 151), 

bahwa: 

"Suatu kebijkan mungkin diimplementasikan secara efektif 
tetapi gagal memperoleh dampak substansial karena kebijakan 
tidak disususun dengan baik atau karena keadaan-keadaan 
lainnya, oleh karena itu pelaksanaan program yang berhasil 
mungkin merupakan kondisi yang diperlukan sekalipun tidak 
cukup bagi pencapaian hasil akhir secara positf. 

2. Faktor-faktor Menghambat dan Mendorong Implementasi Kebijakan 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT BP3K di 
Kabupaten Nunukan 

Berdasarkan basil temuan dalam Impementasi Kebijakan 

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT BP3K di 

Kabupaten Nunukan yang telah dijelaskan diatas, bahwa Implementasi 

Kebijakan UPT BP3K berjalan cukup baik sesuai dengan kemampuan 

yang ada di UPT BP3K masing-masing kecamatan namun belum optimal. 

Untuk lebih memberikan pemahaman lebih tentang lmpementasi 

Kebijakan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT BP3K 

di Kabupaten Nunukan, maka akan dibahas faktor-faktor yang mendorong 

dan menghambat Implementasi Kebijakan UPT BP3K di Kabupaten 

Nunukan berdasarkan teori menurut Edwards III (1980) Dimana ada 

empat faktor yang menjadi fokus penelitian dalam implementasi 

kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur 

Birokrasi. Yang kemudian akan dikombinasikan dengan model 

implementasi dari van Meter dan van Horn. 

a. Komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatan 
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Suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi 

pemikirannya dan perasaannya harapan atau pengalamannya kepada 

orang lain itulah yang disebut dengan komunikasi. Komunikasi 

merupakan faktor pertama yang mendorong dan menghambat proses 

implementasi kebijakan Terdapat tiga hal penting dalam proses 

komunikasi yang harus dipahami oleh implementator agar implementasi 

kebijkan berhasil dalam pelaksanaannya, yaitu transmisi, kejelasan dan 

konsistensi. 

Seperti halnya yang telah digambarkan dari hasil implementasi 

Kebijakan UPT BP3K di Kabupaten Nunukan ada beberapa hal yang 

mempengaruhi implementasi kebijkan UPT BP3K yaitu bentuk 

komunikasi. Dalam sistem komunikasi atau penyebarluasan informasi 

seharusnya dilakukan dengan menggunakan media yang resmi, terarah 

dan terkoordinir dengan baik. Salah satu cara yang bisa digunakan 

dalam penyebarluasan informasi adalah dengan tahap sosialisasi. 

Dalam penyusunan kebijakan UPT BP3K media komunikasi yang 

digunakan adalah sosialisasi, namun sayangnya sosialisasi yang hanya 

dilakukan hanya pada pejabat di lingkungan Badan Ketahanan Pangan 

dan Pelaksana Penyuluhan Daerah bukan kepada para penyuluh yang 

merupakan implementator pelaksana kebijakan. Penyuluh mendengar 

informasi tentang pembentukan UPT BP3K hanya dari pembicaraan 

para pejabat yang terlibat dalam penyusunan perbup, inilah yang 

menyebabkan informasi yang diterima oleh para penyuluh menjadi bias 

dan setengah-setengah hal 1m menjadikan informasi yang 
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ditransmisikan kurang jelas. Selain itu dalam proses penyusuna 

kebijakan tidak dikoordinasikan dengan anggota dewan yang 

bersinggungan dengan masalah kepenyuluhan yaitu anggota DPRD 

Komisi II. 

Faktor komunikasi sangat berperan dalam mempengaruhi 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan, hal ini sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Edwars III yang menegaskan pentingnya komunikasi 

dalam proses implementasi. 

Hal ini dibenarkan oleh Koordinator Jabatan Fungsional 

Penyuluh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 

Daerah Nunukan, dalam wawancara bahwa : 

"Dalam pembentukan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2010 
tidak disosialisasikan kepada para penyuluh baik yang ada di 
kabupaten maupun yang ada di kecamatan, tau-tau perbup 
telah diterapkan" (Wawancara, 25 April2016). 

Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator BPP 

Kecamatan Krayan Selatan yang juga merangkap pokja pertanian UPT 

BP3K Krayan, bahwa,. 

"Perbup tentang UPT BP3K kami tidak tahu kapan 
disosialisasikan, kalaupun sudah disosialisasikan pasti tidak 
pada para penyuluh karena kami tidak mengetahuinya, 
mungkin sudah disosia1isasikan tapi pada pejabat struktura1 
yang ada pada Badan Ketahanan Pangan dan 
PelaksanaPenyuluhan Daerah" (Wawancara, 20 April 20 16). 

Hal ini di arnini oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten 

Nunukan.,bahwa : 

"Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2010 tentang UPT BP3K, 
Kami selaku anggota dewan tidak tahun proses 
pembentukannya, kalau itu kebijakan/peraturan yang 
berkaitan dengan Peraturan Bupati karena untuk Perbup hanya 
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bupati dan SKPD yang bersangkutan saja yang tahu prosesnya 
dan SKPD yang dilibatkan hanya bagian organisasi dan 
bagian hukum saja klo nda salah sih setahu saya ........ . 
padahal bu .... kalo ada masalah-masalah tentang kepenyuluhan 
kamilah orang pertama yang didatangi oleh masyarakat" 
(Wawancara, 26 April 2016). 

Berdasarkan pemyataan-pemyataan tersebut diatas faktor 

pertama yang berpengaruh dalam komunikasi adalah transmisi. Karena 

tidak adanya penyaluran komunikasi yang baik (sosialisasi) kepada para 

calon implementator dan pembuat kebijakan di beberapa tingkatan 

birokrasi yang bersinggungan dengan kebijakan menghasilkan suatu 

implementasi yang kurang baik pula, sehingga tetjadinya salah 

pengertian (miskomunikasi). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT BP3K 

Nunukan terkait dengan kejelasan isi dari Perbup 45Tahun 2010, 

menurutnya bahwa : 

"Kalau isi Perbup 45 Tahun 2010 tentang UPT BP3K, menurut 
saya cukup jelas terutama yang menyangkut tugas dan fungsi 
saya sebagai Kepala UPT BP3K karena didalamnya diuraikan 
satu-persatu" (Wawancara, 19 April 20 16). 

Senada dengan itu Kepala UPT BP3K Lumbis Juga Juga 

berpendapat bahwa : 

"Perbup 45 ya....... kalo menurut saya isinya cukup jelas 
karena dalam perbup tersebut menguraikan tugas dan fungsi 
kepala UPT, Kasubag Tata Usaha dan Pokja-pokja yang ada 
dan UPT. Jadi dalam pelaksanaan tugas kami berpedoman 
pada uraian tugas yang tercantum dalam perbup tersebut" 
(Wawancara, 21 Apri12016). 

Berdasarkan pemyataan kedua kepala UPT BP3K tersebut diatas 

informasi yang disampaikan sudah cukup baik terkait dengan kejelasan 

dan konsistensi, karena kepala upt sebagai implementator mempunyai 
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pedoman dalam melaksanakan kehijakan tersehut yaitu perhup tersehut. 

sejalan dengan penjelasan tentang faktor kejelasan dan konsistensi 

yang berpengaruh dalam komunikasi maka hal itu relevan dengan 

pendapat Edwars III (1980) hahwa : 

"Implementasi kehijakan akan herjalan efektif hila para 
implementator mengetahui apa yang akan mereka lakukan dan 
terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program 
dengan para keJompok sasaran. " 

Dalam proses komunikasi adalah kurangnya konsensus 

kehijakan terkait dengan Implementasi kehijakan UPT BP3K, karena 

hila dicermati tujuan awal pembentukan UPT BP3K hila dicermati 

adalah sebagai tempat bertemunya para penyuluh dalam merumuskan 

pogram kerja, dalam hal ini program kerja penyuluhan, sehingga 

penyuluh merupakan salah satu implementator dalam implementasi 

kebijakan UPT BP3K. Dari ketiga faktor yang disampaikan oleh 

Edwards II/, ada beberapa kelemahan, terutama yang berkaitan dengan 

transmisi, karena tidak adanya sosialisasi pada para kelompok sasaran 

(penyuluh) sehingga kebijakan mendapatkan respon yang kurang baik 

dari para penyuluh, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Edwards III mengenai transmisi bahwa : 

"suatu kebijakan sebelum diimplementasikan oleh para 
implementator ia harus menyadari kebijakan telah dibuat agar 
tujuan dan sasaran dari programlkebijakan dapat ditransmisikan 
secara haik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas 
kebijakan dan program, semakin tinggi pengetahuan kelompok 
sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan 
dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan 
dalam ranah yang sesungguhnya"". 

42356.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



90 

Dari urruan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi merupakan salah satu faktor yang mendorong dan 

menghambat dalam implementasi kebijakan UPT BP3K 

b. Sumber-sumber Kebijakan 

Sumber-sumber kebijakan dapat menjadi faktor penting dalam 

implementasi kebijakan, karena walaupun tujuan dari imlementasi telah 

diteruskan secara cermat jelas dan terarah tapi jika para implementator 

kekurangan sumber-sumber maka kebijkan cenderung tidak efektif. 

Kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber yang memadai. 

Sumber daya manusia (stat) adalah faktor utama yang 

mendorong dan menghambat dalam implementasi kebijakan. 

Kegagalan dalam implementasi salah satunya disebabkan oleh staf atau 

pegawai yang tidak memadai atau mencukupi atau tidak kompeten di 

bidangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa jabatan 

yang kosong dalam UPT BP3K diantaranya untuk Jabatan Kasubag 

Tata Usaha terdapat kekosongan di UPT BP3K Sebuku, UPT BP3K 

Sembakung, UPT BP3K Lumbis dan UPT BP3K Krayan. Untuk 

jabatan Kelompok Kerja (pokja) ada beberapa UPT BP3K yang tidak 

memiliki pokja lengkap. Demikian juga dengan jumlah penyuluh dari 

240 desa yang ada jumlah penyuluh yang tersedia hanya 123 orang, 

Keberhasilan suatu Implementasi yang harus di perhitungkan selain 

jumlah staf yang akan melaksanakan kebijakan terse but adalah luas atau 

cakupan kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang di 

kemukakan oleh Agustino ( 2008 : 149) bahwa : 
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"Cakupan atau luas wilayah juga perlu diperhitungkan manakala 
hendak menentukan jumlah staf atau pegawai yang akan 
melaksanakan kebijakan sehingga dapat ditentukan berapa 
banyak pegawai yang akan melaksanakan kebijakan tersebut". 

Berdasarkan wawancara dengan Kepa]a UPT BP3K Krayan, 

bahwa : 

bahwa 

"Terns terang kami UPT BP3K Krayan merupakan UPT yang 
sangat terbatas, karena kami adalah UPT BP3K yang letaknya 
sangat jauh, tidak memiliki Kasubag Tata Usaha, tidak 
memiliki pokja kehutanan dan cuma memiliki 9 orang 
penyuluh" (Wawancara, 20 April2016). 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala UPT BP3K Sebuku, 

"Karena tidak adanya Kasubag Tata Usaha, tidak adanya pokja 
Perikanan dan Pokja Kehutanan maka semua urusan yang 
berhubungan dengan kegiatan bidang tersebut langsung 
ditangani oleh kepala UPT, se1ain itu kurangnya tenaga 
penyuluh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
menyuJitkan kami daJam meJayani petani dan peJaku usaha di 
lapangan" (Wawancara, 21 April2016). 

Dari basil temuan dilapangan bahwa untuk sumber daya 

manusia yang ada di UPT BP3K sudah cukup kompeten dibidangnya 

terutama kepala upt karena dulunya berlatarbelakang seorang penyuluh. 

Sehingga tidak diragukan lagi untuk kompetensinya. Namun karena 

kurangnya bimbingan dari BKP3D untuk kepala dan kasubag 

menyebabkan dalam penyusunan programa di tingkat UPT /kecamatan 

tidak dilaksanakan sesuai jadwal penyusunan programa penyuluhan. 

Hal ini relevan dengan penelitian dahulu yang dikemukakan oleh Heru 

Wihartopo bahwa kurangnya kursus/pelatihan dan bimbingan bagi 

penyuluh dan staf UPT BP3K menyebabkan programa penyuluhan di 

upt tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 
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Bila dicennati dalam Kebijakan UPT BP3K selain 

permasalahan sumberdaya manusia tidak hanya terkait kuantitas, tapi 

juga keharusan untuk memenuhi standar kompetensi di bidang masing

masing yang juga merupakan tantangan dalam implementasi. 

Sumber daya yang kedua dan juga utama yang mendorong dan 

menghambat implementasi kebijkan adalah fasilitas, baik fasilitas fisik 

maupun fasilitas pendanaan. Sarana dan prasarana merupakan salah 

satu aspek dalam implementasi kebijakan, seperti kelengkapan alat tulis 

kantor, komputer, meja kursi, lemari arsip, listrik dan sarana 

komunikasi untuk mengakses teknologi, juga kendaraan dinas untuk 

kelancaran tugas sehari-hari. Hasil temuan dilapangan setelah hampir 

enam tahun pelaksanaan UPT BP3K belum diberi kewenangan penuh 

untuk mengelolah dana oprasional dan kegiatan di upt, karena anggaran 

untuk upt menyatu dengan anggaran kantor induk, jadi ada kesan 

tergantung pada para pemegang anggaran apakah memberi atau tidak. 

Biaya oprasional khusus atk upt hanya diberi anggaran kurang lebih 

Rp. 1.200.000,- per UPT BP3K untuk satu tahun anggaran, itupun yang 

diterima berupa barang. 

Untuk fasilitas bangunan di UPT BP3K terutama gedung kantor 

ada beberapa upt yang harus direnovasi karena merupakan bangunan 

lama yang bentuknya semi pennanen dan merupakan hibah dari Dinas 

Pertanian dan Petemakan Kabupaten Nunukan. Selain itu listrik juga 

merupakan kendala utama di beberapa upt karena tidak memiliki 

sambungan listrik padahal di kecamatan terse but telah tersedia PLN, 
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hal ini menyebabkan administrasi upt menjadi terhambat dan kinerja 

upt tidak optimal, karena setiap ada kerjaan yang harus dikerjakan 

terpaksa harus dibawah pulang oleh kepala upt dan penyuluh kerumah 

masing-masing sehingga menimbulkan ketidakefisienan dalam segi 

waktu dan menghambat proses pelayanan kepada pelaku utama dan 

pelaku usaha. Tabel 4.9 berikut ini akan ditampilkan sarana dan 

prasarana yang ada di upt 

Tabel4.9 
Sarana dan Prasarana yang ada di UPT BP3K Tahun 2015 

No NamaBarang Jumlah (unit) Keterangan 
1. Komputer PC Rakitan I 2009 
2. Printer 1 2009 
3. Mesin Tik I 2009 
4. Kalkulator 1 2009 
5. Stabilizer/UPS 1 2009 
6. Ganset 1 2009 
7. PH Pengukur Tanah 1 2009 
8. Kamera 1 2009 
9. Wairess 1 2009 
10. Meja 1 Biro 2 2009 
11. Kursi 2 2009 
12. Jam Dinding 1 2009 
13. Pakian Kerja Lapangan 7 2009 
Sum ber : Data Primer sete1ah d10lah, Tahun 2016 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPT BP3 K 

Sembakung, bahwa : 

"Dari semua UPTBP3K yang ada di Kabupaten Nunukan UPT 
Sembakung adalah upt yang tidak layak, karena UPT BP3K 
sembakung itu dulunya adalah kantor BPP jadi istilahnya kami 
ini masih menumpang, sehingga meja kursi yang ada sudah 
tidak: layak: pak:ai selain itu bila banjir kantor kami ak:an 
kebanjiran, jadi bagairnana mungkin kami menjalankan tugas 
kami dengan baik hila tidak didukung dengan fasilitas yang 
baik, karena kurangnya fasi1itas dalam hal ini pendanaan dan 
sarana dan prasarana maka sangat sulit untuk kami melakukan 
kegiatan terkait dengan pembinaan kepada para pelaku utama 
dan pelaku usaha" (Wawancara, 20 April2016). 
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Hal senada juga disampaikan oleh Kepala UPT BP3K Lumbis, 

bahwa : 

"Kami akui bahwa sarana dan prasarana yang ada di UPT 
BP3K memang masih kurang, kalau kami di UPT BP3K 
Lumbis hal yang urgen adalah masalah listrik karena 
bagaimana mungkin kami dapat melakukan administrasi hila 
tidak ada listrik. Memang kami punya genset tapi masalahnya 
kami tidak punya biaya oprasional untuk membeli bensin, jadi 
selama ini kami kalo ada ketjaan yang harus dikerjakan baru 
kami beli bensin" (Wawancara, 21 April2016). 

Berdasarkan pemyataan-pemyataan diatas membuktikan bahwa 

tanpa sarana dan prasarana baik fisik dan pendanaan yang memadai 

kebijakan tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Keberadaan 

sumberdaya finansial (pendanaan) san gat dibutuhkan dalam proses 

implementasi suatu kebijakan. Bila kita mencermati konsep UPT 

menurut Menurut Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 Unit Pelaksana Teknis adalah 

organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional 

dan/atau penunjang tertentu. Mandiri artinya diberikan kewenangan 

mengelolah kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, sendiri dan 

tempat kedudukan terpisah dari organisasi induknya. Dalam regulasi 

tersebut jelas mengamanatkan upt diberikan kewenangan untuk 

mengelolah keuangan dan perlengkapan namun yang terjadi pada UPT 

BP3K tidak satu pun dari kewenangan itu yang dipercayakan pada 

UPT BP3K untuk mengelolahnya. Sedangkan dalam implementasi 

kebijakan terkait dengan Implementasi Kebijakan UPT BP3K, ada 

beberapa kegiatan yang memerlukan pendanaan yaitu pengadaan alat 

tulis kantor, evalusi dan monitoring dan kegiatan-kegiatan rutin atau 
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oprasional UPT BP3K. Hal ini senada dengan yang dikemukakan 

oleh Winarno (2014: 191) bahwa : 

"Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, 
memahami apa yang harus dilakukan dan mempunyai 
wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan 
sebagai kantor untuk melaksanakan koordinasi, tanpa 
perlengkapan, tanpa perbekalan maka besar kemungkinan 
implementasi tidak akan berhasil". 

Secara umum keberadaan sumber daya merupakan faktor yang 

sangat menentukan implementasi kebijakan, terutama sumber daya 

manusia dan sumber daya finansial, sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Donais. van Meter dan Carl E. van Horn ( dalam Nawawi, 2009 : ), 

bahwa dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumber 

daya baik sumber daya manusia (human resouces), sumber daya 

metode (method resouces)maupun sumberdaya material (material 

resouces). Dari ketiga sumber daya tersebut yang paling penting adalah 

sumberdaya manusia karena disamping sebagai subyek implementasi 

juga sebagai obyek dalam implementasi. 

Berdasarkan basil temuan dan kajian teori dalam penelitian ini 

penulis menyimpulkan bahwa sumberdaya merupakan faktor yang 

mendorong dan menghambat dalam implementasi kebijakan UPT 

BP3K adalah sumber daya manusia dan pendanaan. Relevan dengan 

pendapat Edward III (1980,54): 

"Perintah Implementasi dapat ditransmisikan secara akurat, jelas 
dan konsisten, tetapi jika implementor kekurangan sumber daya 
yang penting untuk melaksanakan kebijakan, implementasi 
mungkin tidak efektif'. 

c. Kecendrungan Pelaksana (Disposisi), 
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Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat 

kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki 

oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. 

Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa 

bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam programlkebijakan. 

Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam garis 

program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen 

dan kejujuran implmentor membawanya semakin antusias dalam 

melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang 

demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan 

dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan 

resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan 

kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan 

programlkebijakan. 

Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh 

kesadaran para implementator terhadap kebijakan tersebut secara 

menyeluruh karena kegagalan dalam suatu implementasi kebijakan 

sering diakibatkan karena ketidaktaatan para pelaksana terhadap 

kebijakan. 

bahwa 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPT BP3K Sebatik, 

"Karena tidak adanya sarana dan prasarana terutama listrik di 
UPT BP3K Sebatik maka sangat sulit untuk kami melakukan 
kegiatan yang terkait dengan adminstrasi baik itu administrasi 
UPT BP3K maupun administrasi kepenyuluhan, selain itu 
tidak adanya rumah dinas bagi Kepala UPT yang berada di luar 
pulau Nunukan ini yang menyebabkan kami selaku kepala 
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UPT jarang berada di wilayah kerja kami(Wawancara, 20 
April2016). 

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Kepala UPT BP3K 

Nunukan, bahwa : 

"T erus terang ya buu... kalo menurut say a karakteristik setiap 
kepala UPT BP3K itu berbeda-beda tapi yang pasti dalam 
melaksanakan tugas yang diemban hal ini berpengaruh dari 
sarana dan prasarana yang tersedia di UPT BP3K terutama 
yang menyakut pembiayaan untuk biaya oprasional dan 
melakukan evaluasi dan monitoring pada para penyuJuh di 
wilayah kerjanya masing-masing." (Wawancara, 19 April 
2016). 

Berdasarkan pemyataan-pemyataan tersebut diatas karakteristik 

atau sifat dari para implementator yang tidak berdomisili diwilayah 

binaan menghambat proses pelayanan kepada masyarakat, menurut 

mereka karena tidak memadainya sarana dan prasarana yang ada di 

UPT BP3K menyebabkan mereka jarang berada di tempat kerja. 

Sehingga untuk disposisi atau karakteristik sifat para implementator 

khususnya kepala upt masih kurang karena tidak adanya rasa 

tanggungjawab terhadap pekerjaan yang diemban dengan alasan 

kurangnya sarana dan prasarana di UPT BP3K. Dan Disposisi juga 

merupakan faktor yang mendorong dan menghambat dalam 

implementasi kebijakan UPT BP3K. Relevan dengan pendapat Edward 

Ill (1980,89) : ".Jika sikap atau perspektif para pelaksana berbeda dari 

pembuat kebijakan, proses penerapan kebijakan akan menjadi jauh 

lebih rumit". Hal ini relevan dengan yang dikemukakan oleh van Meter 

dan van Horn bahwa ada salah satu alasan yang mengapa suatu 

kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggungjawab terhadap 
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implementasi kebijakan adalah tujuan kebijakan yang ditetapkan 

mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana dan 

perasaan akan kepentingan diri sendiri. 

d. Karakteristik Badan-badan Pelaksana, 

Karakteristik badan-badan pelaksana tidak lepas dari struktur 

birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. bahwa Untuk 

mendongkrak kinetja struktur organisasi yang baik mencakup dua hal 

penting adalah melakukan standar operating procedur (SOP) dan 

melakukan fragmentasi. 

Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, 

norma-norma dan pola-pola hubungan yang tetjadi berulang-ulang 

dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan potensial 

dalam menjalankan kebijakan 

Berdasarkan hasil implementasi kebijakan UPT BP3K 

diadapatkan data bahwa adanya jabatan yang kosong dalam struktur 

organisasi di beberapa di UPT BP3K. UPT BP3K yang tidak mempuyai 

Kasubag Tata Usaha yaitu UPT BP3K Lumbis dan UPT BP3K Krayan 

selain itu ada beberapa UPT BP3K yang tidak memiliki pokja yaitu 

UPT BP3K Sembakung, UPT BP3K Sebuku, UPT BP3K Sembakung, 

UPT BP3K Lumbis dan UPT BP3K Krayan. 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPT BP3 K 

Sembakung, bahwa : 

"Tidak adanya Kasubag Tata Usaha dan pokja yang menjabat 
di UPT BP3K Sembakung menyebabkan pelayanan kepada 
masyarakat jadi tidak optimal, contonya hila saya hams 
koordinasi ke Nunukan maka otomatis kantor kosong dan 
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ditutup karena tidak ada orang yang selalu sedia disana" 
(Wawancara, 20 April2016). 

Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator BPP 

Kecamatan Krayan Selatan yangjuga merangkap pokjapertanian UPT 

BP3K Krayan, bahwa,. 

"Adanyajabatan yang kosong dalam struktur organisasi sangat 
menggangu kami dalam melaksanakan pekeijaan terutama 
dalam pengambilan kebijakan kadang Kepala UPT BP3K tidak 
melibatkan kami para pokja dan penyuluhnya, karena semua 
yang berhubungan dengan UPT BP3K langsung ditangani 
sendiri olehnya" (Wawancara, 20 April2016). 

Berdasarkan pemyataan-pemyataan tersebut diatas, 

adanya kekosongan dalam struktur birokrasi menyebabkan semua 

tugas yang fungsi yang seharusnya di keijakan oleh jabatan yang 

kosong tadi terpaksa diambil alih oleh kepala UPT BP3K yang 

secara tidak langsung menghambat pelayanan kepada pelaku 

utama dan pelaku usaha. Karena kebijakan yang baik bukan 

hanya ditentukan konten kebijakan tetapi juga oleh juga konteks 

kebijakan, demikian juga sebaliknya. Konten kebijakan yang 

tidak dipahami oleh implementator kebijakan menjadikan 

kebijakan tersebut sulit terimplementasi dengan baik. Demikian 

juga halnya dengan mekanisme implementasi kebijakan di UPT 

BP3K. 

F aktor terakhir menurut Ed wars III yang mempengaruhi 

keberhasilan sebuah implementasi kebijkan adalah struktur 

birokrasi. Yang dalam prosesnya mencakup dua hal penting yaitu 

standar operating procedur (SOP) dan melakukan fragmentasi. 
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Koordinasi diperlukan dalam keberhasilan implementasi kebijkan 

karena dalam pengimplementasian kebijakan memerlukan 

kerjasama orang banyak agar tujuan dalam kebijkan tersebut 

dapat tercapai. Terkait dengan standar operating procedur 

(SOP), UPT BP3K sudah memiliki SOP yang digunakan sebagai 

panduan dalam pelaksanaan tugas. Untuk Fragmentasi atau 

upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktifitas 

pegawai diantara beberapa unit kerja, di UPT BP3K ada beberpa 

upt yang tidak menjalankan fragmentasi sebagaimana mestinya 

karena adanya kekosongan jabatan dalam struktur birokrasi di 

UPT BP3K, sehingga untuk tanggungjawab beberapa unit 

langsung ditangani oleh kepala upt. Hal ini sejalan dengan apa 

yang di kemukakan oleh disampaikan oleh Gibson et.al ( 1996 : 

29) bahwa : 

"Untuk menentukan pencapaian pelayanan secara efektif 
hams ada struktur organisasi yang menjelaskan tugas yang 
jelas (job discription), wewenang (authority), dan 
tanggung jawab (accountabillity) antar bagian/seksi dalam 
organisasi dan hubungan antar personal yang 
dipercayainya akan menghubungkan perilaku/individu dan 
kelompok dalam peningkatan mutu pelayanan, sehingga 
dengan demikian struktur organisasi sangat berpengaruh 
terhadap efektifitas pelayanan". 

Kompetensi yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan tidak perlu 

diragukan lagi terutama kepala UPT BP3K karena mereka dulunya 

adalah mantan penyuluh sehingga mereka tahu secara pasti 

permasalahan-permasalahan penyuluh dilapangan hal ini relevan 

dengan yang kemukakan oleh van meter dan van Horn karena salah 
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satu unsur yang dapat mempengaruhi kebijakan adalah kompetensi dan 

ukuran staf yang ada dalam suatu badan pelaksana. 

Dengan demikian untuk struktur birokrasi dapat disimpulkan 

belum berjalan dengan baik karena adanya kepincangan dalam struktur 

birokrasi di beberapa UPT BP3K. Dan struktur birokrasi juga 

merupakan faktor yang mendorong dan menghambat dalam 

implementasi kebijakan UPT BP3K. Relevan dengan pendapat Edward 

11/(1980,125): 

"Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mendukung 
kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan 
menentukan koordinasi yang baik. Apabila struktur birokrasi 
tidak menudukung kebijakan maka kemungkinan besar 
kebijakan tersebut tidak akan berhasil diimplementasikan." 

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian tersebut 

diatas maka faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam 

Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2010 

tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan di Kabupaten 

Nunukan adalah Faktor Komunikasi, Faktor Sumber-sumber, Faktor 

Disposisi, dan Faktor Struktur Birokrasi. Dari keempat faktor yang 

sangat sangat mendorong dan menghambat Implementasi Kebijakan 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan 

dan Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 

Penyuluhan Daerah di Kabupaten Nunukan adalah faktor sumber-

sumber dalam hal ini sumber daya manusia dan sumber daya finansial 

(pendanaan). Temuan-temuan tersebut sejalan dengan hasil kajian 
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Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan 

Tanaman Terpadu (SL-PTI) di Kabupaten Nunukan oleh Nirwana 

(2013), bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi 

Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu 

(SL-PTI) di Kabupaten Nunukan adalah Faktor Komunikasi, Faktor 

Sumber daya terutama sumber daya pendanaan, Faktor Disposisi, dan 

Faktor Struktur Birokrasi. 

3. Interpretasi Peneliti 

Interpretasi peneliti terkait dengan lmplementasi Kebijakan 

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Keija Unit Pelaksana Teknis 

Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan pada Badan 

Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah di Kabupaten 

Nunukan sebagai tempat bertemunya para penyuluh lapangan dalam 

merumuskan programa penyuluhan dan programa pembangunan pertanian 

beijalan kurang optimal. Faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan 

implementasi adalah Komunikasi yang efektif dengan dinas teknis, 

Adanya sumber daya manusia yang lengkap di beberapa UPT BP3K, 

Sikap pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan 

tugas dan Struktur Birokrasi yang lengkap di beberapa UPT BP3K. 

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat adalah, Tidak ada komunikasi 

efektif pada saat pembentukan perbup, Kurangnya sumber daya manusia 

di beberapa UPT BP3K, Tidak adanya pendanaan, Sarana dan prasarana 

yang kurang memadai, Sikap pelaksana kegiatan yang tidak 

bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan Struktur Birokrasi yang 
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tidak lengkap di beberapa UPT BP3K. Bila dikaitkan dengan teori yang 

dikemukakan Edwars III maka indikator yang mendorong dan 

menghambat implementasi kebijakan tersebut berkaitan dengan variabel 

komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi 

Menurut peneliti permasalahan utama dalam lmplementasi 

Kebijakan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Keija Unit 

Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 

pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah di 

Kabupaten Nunukan adalah masalah sumber daya dalam hal ini sumber 

daya finansial dan sumber daya manusia. sumber daya finansial adalah 

tidak adanya anggaran yang dikelolah langsung oleh UPT BP3K untuk 

melaksanakan semua kegiatan yang ada di UPT BP3K baik itu untuk biaya 

oprasional upt maupun pelaksanaan pertemuan, monotoring dan evaluasi 

pada penyuluh di lapangan hal ini yang menyebabkan implementasi UPT 

tidak beijalan optimal sebagaimana upt-upt lain yang ada di Kabupaten 

Nunukan. 

Sebagai kelembagaan penyuluh di tingkat kecamatan, tempat 

bertemunya para penyuluh dalam merumuskan programa penyuluhan dan 

programa pertanian, tidak sejalan dengan regulasi yang berkaitan dengan 

penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan yaitu Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan 

Kehutanan yang mengamanatkan di tingkat kecamatan kelembagaan 

penyuluh adalah Balai Penyuluhan hal inilah yang menyebabkan salah 

persepsi diantara para penyuluh, selain itu implementasi UPT BP3K juga 
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tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/18/M.PAN/1112008 tentang Unit Pelaksana Teknis. Dimana 

dalam regulasi tersebut mengamanatkan bahwa Unit Pelaksana Teknis 

adalah organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional 

danlatau penunjang tertentu. Mandiri artinya diberikan kewenangan 

mengelolah kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, perlengkapan 

sendiri dan tempat kedudukan terpisah dari organisasi induknya Untuk 

permasalahan sumber daya manusia tidak adanya kasubag tata usaha dan 

pokja di beberapa UPT dan kurangnya tenaga penyuluh di lapangan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama kepada pelaku utama 

dan pelaku usaha. Hal ini menyebabkan pelayanan tidak optimal. 

Permasalahan yang kedua menurut peneliti adalah adanya struktur 

organisasi yang pincang dalam struktur birokrasi yang menyebabkan 

dalam penyaluran tugas dan wewenang antar unit dalam organisasi UPT 

BP3K tidak beijalan optimal. Karena semua tugas, wewenang dan 

keputusan langsung diambil oleh kepala upt selaku pimpinan dalam 

UPTBP3K. 
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1. Implementasi kebijakan Perbup Nunukan Nomor 45 Tahun 2010 tentang 

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Keija UPT BP3K pada Badan 

Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah di Kabupaten 

Nunukan, sebagai tempat bertemunya penyuluh lapangan untuk 

merumuskan programa penyuluhan dan programa pembangunan pertanian 

berjalan cukup baik sesuai dengan kemampuan lmplementator yang ada di 

UPT BP3K masing-masing kecamatan walaupun belum optimal, karena 

masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksananya, 

diantaranya adalah pembentukan UPT yang kurang disosialisasikan 

kepada para penyuluh sebagai implementator dan pihak legeslatif dalam 

hal ini komisi II DPRD, sehingga kurang mendapat dukungan dari 

Anggota DPRD dan penyuluh. Dalam struktur organisasi adanya jabatan 

yang kosong dalam struktur birokrasi yaitu tidak adanya Kasubag Tata 

Usaha dan pokja di beberapa UPT BP3K juga kurangnya sumber daya 

penyuluh di lapangan yang menghambat pelayanan kepada masyarakat dan 

untuk tata keija hubungan koordinasi dengan pihak kecamatan dan instansi 

beijalan dengan baik. 

2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendorong dalam lmplementasi 

Kebijakan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Keija UPT BP3K di 

Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut : Faktor-faktor yang 

mendorong pelaksanaan implementasi adalah Komunikasi yang efektif 
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dengan dinas teknis, Adanya sumber daya manusia yang lengkap di 

beberapa UPT BP3K, Sikap pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab 

dalam melaksanakan tugas dan Struktur Birokrasi yang lengkap di 

beberapa UPT BP3K. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat adalah, 

Tidak ada komunikasi efektif pada saat pembentukan perbup, Kurangnya 

sumber daya manusia di beberapa UPT BP3K, Tidak adanya pendanaan, 

Sarana dan prasarana yang kurang memadai, Sikap pelaksana kegiatan 

yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan Struktur 

Birokrasi yang tidak lengkap di beberapa UPT BP3K, hila dikaitkan 

dengan teori yang dikemukakan Edwars III maka indikator tersebut 

berkaitan dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur 

birokrasi. Dari keempat faktor tersebut faktor yang lebih kuat mendorong 

dan menghambat dalam irnplementasi kebijakan UPT BP3K yang pertama 

adalah faktor sumber daya dalam hal ini adalah sumber daya manusia dan 

sumberdaya finansial yaitu pendanaan. Akibat tidak adanya pendanaan 

untuk biaya oprasional dan pelaksanaan kegiatan di UPT BP3K sehingga 

tujuan awal pembentukan UPT BP3K sebagai tempat bertemunya para 

penyuluh lapangan dalam merumuskan programa penyuluhan dan 

programa pembangunan pertanian tidak beijalan optimal. Faktor kedua 

yang mendorong dan menghambat dalam implementasi kebijakan UPT 

BP3K adalah Struktur Birokrasi karena adanya ketimpangan dalam 

struktur organisasi menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kepada 

publik terutama pada pelaku utama dan pelaku usaha. Faktor yang ketiga 
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adalah faktor komunikasi yang tidak efektif dan yang terakhir adalah 

disposisi atau sifat!watak dari para implementator. 

B. Saran 

1. Peninjauan ulang atau revisi terhadap Peraturan Bupati Nomor 45 

Tahun 2010 menjadi Peraturan Daerah agar dalam pengelolaan UPT 

BP3K mendapat pendanaan atau biaya oprasional dari pemerintah baik 

yang bersumber dari APBD maupun APBN yang dapat langsung 

dikelolah oleh UPT. Dan dalam peninjauan ulang atau revisi terhadap 

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2010 penyusunan tujuan dan isi dari 

kebijakan tersebut hams berpedoman pada regulasi yang berhubungan 

dengan penyuluh dan kelembagaan penyuluh seperti Permentan 

26/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian 

Perikanan dan Kehutanan juga Perpres 154/2014 ten tang Balai 

penyuluhan pertanian Perikanan dan Kehutanan. 

2. Untuk optimalnya pelayanan di UPT BP3K sebaiknya BPP yang ada 

ditingkatkan menjadi UPT, karena dari 16 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Nunukan idealnya di tiap kecamatan harus ada UPT BP3K. 

3. Penambahan jumlah sumber daya manusia di UPT BP3K baik untuk 

pejabat struktural maupun penyuluh, agar pelayanan kepada pelaku 

usaha dan pelaku utama lebih optimal 

4. Peningkatan sarana dan prasarana seperti renovasi beberapa gedung 

UPT BP3K yang tidak layak pakai dan penggantian untuk kendaraan 

oprasional dan perangkat administrasi seperti komputer, printer yang 
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tidak layak pakai penyambungan listrik bagi UPT yang belum memiliki 

listrik dan penyediaan perumahan bagi kepala UPT BP3K. 
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Dokumen dan Peraturan Perundangan : 

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian 
Perikanan dan Kehutanan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Balai 
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Nomor. 
PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
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Peraturan Bupati Nunukan Nomor 23 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 
Presiden Republik Indonesia Daerah 

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 45 tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis 
Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan 
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. lmplementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 45 tahun 2010 

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata KeJ.ja Unit Pelaksana 

Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan 

Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan Daerah Kabupaten Nunukan : 

1. Apa yang bapak ketahui tentang Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh 

Pertanian Perikanan dan Kehutanan (UPT BP3K) ? 

2. Apakah bapak mengetahui maksud dan tujuan pembentukan Unit 

Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan 

(UPTBP3K)? 

3. Menurut bapak bagaimana proses penyusunan kebijakan tentang Unit 

Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan 

(UPT BP3K) sehingga terbit Perbup No.45 Tahun 2010? 

4. Menurut bapak apakah sumberdaya, sarana dan prasarana yang ada sudah 

memenuhi untuk pembentukan UPT BP3K? 

5. Apakah bapak mengetahui tugas dan fungsi UPT BP3K? 

6. Apakah bapak mengetahui tugas dan fungsi Kepala UPT BP3K? 

7. Apakah bapak mengetahui tugas dan fungsi Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha UPT BP3K? 

8. Apakah bapak mengetahui tugas dan fungsi Pokja Pertanian di UPT 

BP3K? 
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9. Apakah bapak mengetahui tugas dan fungsi Pokja Perikanan di UPT 

BP3K? 

10. Apakah bapak mengetahui tugas dan fungsi Pokja Kehutanan di UPT 

BP3K? 

11. Apakah pengangkatan Pokja Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sudah 

sesuai dengan isi Perbup No 45 Tahun 2010? 

12. Apakah tempat kedudukan dan wilayah keija masing-masing UPT BP3K 

sudah sesuai dengan isi Perbup No 45 Tahun 2010? 

13. Menurut bapak bagaimana hubungan koordinasi implementatm dengan 

BKP3D sebagai induk organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh 

Pertanian Perikanan dan Kehutanan (UPT BP3K) ? 

14. Menurut bapak bagaimana hubungan koordinasi implementator Unit 

Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan 

(UPT BP3K) dengan instansi terkait ? 

15. Menurut bapak apa saja hambatan dalam pelaksanaan Unit Pelaksana 

Teknis Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan 

(UPT BP3K)? 

16. Mohon saran dari bapak tentang pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis 

Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (UPT BP3K) ? 

B. Komunikasi : 

1. Menurut bapak apakah dalam pembentukan UPTBP3K sudah sesua1 

dengan SOP? 

2. Apakah sebelum terbitnya Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2010 sudah 

disosialisasikan terlebih dahulu ? 
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3. Menurut bapak apakah isi dari Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2010 

sudah cukup jelas ? 

4. Menurut bapak apakah point-point dalam Peraturan Bupati Nomor 45 

Tahun 2010 tidak bertentangan satu sama lain? 

C. Sumber- Sumber 

1. Menurut bapak dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 

45 Tahun 2010 apakah sumber daya manusia yang bapak miliki sudah 

memadai? 

2. Apakah SDM yang bapak miliki mempunyai kompetensi dalam bidangnya 

sesuai dengan isi Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2010? 

3. Apakah fasilitas sarana dan prasarana yang bapak miliki sudah 

mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2010? 

4. Apakah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2010 

bapak mempunyai anggaran untuk biaya oprasional dan pelaksanaan 

kegiatan? 

D. Disposisi 

1. Menurut Bapak bagaimana watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

para implementator Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian 

Perikanan dan Kehutanan (UPT BP3K) ? 

2. Apakah bapak mempunyai kewenangan penuh dalam melaksanakan 

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2010? 

E. Struktur Birokrasi 
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1. Menurut bapak apakah struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan 

Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan 

(UPT BP3K) di Kabupaten Nunukan sudah sesuai dengan aturan yang 

ada? 

2. Apakah dalam struktur organisasi dalam Peraturan Bupati Nomor 45 

Tahun 2010 menggambarkan hubungan antar unit-unit organisasi yang 

ada? 

3. Apakah dalam struktur organisasi terdapat pembagian kewenangan ? 
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Lampiran 2. Matriks Hasil Wawancara 

Matriks Basil Wawancara 

No. Indikator/Dimensi 

l. Implementasi Kebijkan 
Perbup 45 Talmo 2010 
l. Pembentukan UPT 

BP3K 

Hasil Wawancara 

"Dalam pembentukan UPT 
BP3K tidak pemah di 
sosialisasikan pada kami 
demikian JUga dengan 
penambahan kata UPT 
yang melekat pada Balai 
Penyuluhan tersebut tidak 
sejalan dengan UU Nomor 
16 T ahun 2006 tentang 
Sistem Penyuluhan 
Pertanian Perikanan dan 
Kehutanan yang 
mengamanatkan bahwa 
kelembagaan penyuluhan 
di tingkat kecamatan 
adalah Balai Penyuluhan" 
(Wawancara, 25 April 
2015). 

"Dalam penerapan Perbup 
draf rancangan 
pembentukan UPT pihak 
Koordinator Jabatan 
Fungsional Penyuluh tidak 
dilibatkan. Pembahasan 
mengena1 rancangan 
Perbup tersebut hanya 
dibahas oleh pejabat 
struktural. Demikian juga 
sebelum penerapan perbup 
setahu saya tidak 
disosialisasikan tiba-tiba 
langsung di terapkan. 
Memang saya akui bahwa 
secara administratif UPT 
BP3K menyalahi UU 
Nomor 16 tahun 2006, 
sebab didalam UU No. 

Ana lis is 

Dalam proses penyusunan 
dan terbitnya Perbup 45 
tahun 2010 tidak 
disosialisasikan hal ini 
menyebabkan dalam proses 
implementasi kebijakan 
tidak terjadi komunikasi 
yang baik antara pembuat 
kebijakan dan para 
implementator sehingga 
ada kesan dalam 
pembentukan UPT ini tidak 
sejalan dengan aturan yang 
membawahi penyuluh dan 
kelembagaan penyuluhan 
yang ada. 

Bahwa masih ada penentu 
kebijakan yang tidak 
mengetahui secara pasti 
apa itu UPT BP3K sebagai 
kelembagaan penyuluh 
yang ada di kecamatan dan 
merupakan unit pelaksana 
teknis dari BKP3D. 

Bahwa dalam proses 
implernentasi 
pembentukan UPT BP3K 
belum berjalan optimal hal 
ini disebabkan karena 
dalam penyusunan 
kebijakan tidak terjadi 
komunikasi yang efektif 
dalam bentuk sosialisasi 
pada saat penyusunan dan 
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16/2006 penyebutan 
kelembagaan penyuluh 
ditingkat kecamatan bukan 
UPT tetapi BPP". 
".(Wawancara, 25 April 
2016) 

"Kalau untuk sosialisasi 
Perbup 45 Tahun 2010 
setahu saya tidak pernah 
disosilaisasikan karena 
saya sebagai koordinator 
penyuluh wilayah sebuku, 
sembakung dan lumbis 
tidak pernah 
mendengarnya, terkait 
dengan penamaaan UPT 
BP3K sebenarnya kalau 
kita bicara tentang 
semangatnya hal ini tidak 
sesuai dengan amanat UU 
Nomor 16 tahun 2006 yang 
mengamanatkan untuk 
kelembagaan penyuluh 
ditingkat kecamatan adalah 
Balai Penyuluhan yang 
pemtmpmnya adalah 
seorang koordinator, jadi 
intinya tidak sesua1. 
".(Wawancara, 25 April 
2016) 

"Kalau untuk kegiatan 
sosialisasi saya kurang tahu 
karena memang dalam 
penyusunan Perbup kami 
tidak dilibatkan, tapi untuk 
penamaan menurut saya 
tidak menjadi masalah 
sesuai atau tidak sesuat, 
memang jika dicermati 
dalam UU No. 16 Tahun 
2006 kelembagaan 
penyuluh di kecamatan 
ada1ah ba1ai, dan hila 
melihat penamaan balai 
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penerapan perbup kepada 
para irnpementator dan 
pihak legeslatif sebagai 
penentu kebijakan yang 
membidangi masalah 
penyuluhan, Hal ini 
senada dengan apa yang 
dikemukakan oleh Dun 
(2000 : 20) bahwa : 
"Implementasi suatu 
kebijakan publik 
merupakan proses yang 
inheren dengan kebijakan 
publik itu sendiri. Artinya 
implementasi kebijakan 
publik merupakan suatu 
proses yang (hendaknya) 
dirancang bersamaan 
dengan perancangan 
kebijakan publik yang 
bersangkutan". 
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2. Struktur Organisasi 
a. Kepala UPT 

penyuluhan dalam 
Peraturan Bupati Nomor 45 
Tahun 2010 hal tersebut 
disesuaikan dengan 
kebijakan 
daerah"(Wawancara, 25 
April 20 16). 

'" UU 23 Tahun 2014 
tentang pemerintahan 
daerah sampai saat ini 
kami di komisi II belum 
pernah membahas tentang 
undang-undang tersebut 
terutama yang berkaitan 
dengan masalah 
kepenyuluhan, karena 
sampai saat ini kami masih 
menunggu Perpresnya 
dulu, dan sampai saat ini 
belum ada yang 
berkoordinasi dengan kami 
terkait dengan UU 
pemerintahan daeraah yang 
terbaru ini, jadi kita tunggu 
saja .......... kami pasti 
memikirkan nasib para 
penyuluh karena hal itu 
berhubungan langsung 
dengan komisi kami" 
(Wawancara, 26 April 
2016). 

"UPT BP3K adalah 
perpanjangan tangan dari 
Badan Ketahanan Pangan 
dan Pelaksana Penyuluhan 
Daerah sebagai induk 
organisasi, agar pelayanan 
kepada masyarakat 
menjadi lebih optimal. 
Selain itu, tujuan dari 
pembentukan UPT BP3K 
adalah peningkatan status 
penyuluh dan juga untuk 
memudahkan pelaku utama 
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Sarana dan prasarana yang 
tidak memadai bagi kepala 
UPTlah yang menyebabkan 
mereka tidak bertempat 
tinggal di wilayah keijanya 
masing-masing selain itu 
tidak adanya biaya untuk 
administrasi dan 
pembiayaan kegiatan di 
UPT. Bila hal ini dikaitkan 
dengan administrasi publik 
mensyaratkan adanya unsur 
penunjang kelengkapan 
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dan pelaku usaha 
melakukan koordinasi 
dengan pemerintah terkait 
usaha taninya". 
(Wawancara, 25 April 
2016) 

"UPT BP3K .... saya tidak 
tahu pasti, tapi kalo tidak 
salah itu merupakan 
lembaga penyuluh yang 
ada di kecamatan, tempat 
dimana kita bisa bertemu 
para penyuluh yang berada 
di kecamatan"(Wawancara, 
26 April 20 16) 

"Listrik adalah penggerak 
administrasi perkantoran 
yang sangat penting, dan 
ini yang belum terpenuhi 
secara maksimal di UPT 
BP3K Krayan. Demikian 
juga sarana administrasi 
yang terbatas dan kondisi 
perkantoran UPT BP3K 
yang kurang sesuai karena 
bangunan yang ada 
merupakan hibah dari 
Dinas Pertanian pada tahun 
2008, masih ditambah lagi 
dengan tidak adanya 
perumahan bagi kepala 
UPT dan biaya oprasional 
untuk kegiatan di UPT" 
(Wawancara, 20 April 
2016). 

"Kondisi perkantoran yang 
sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan dan 
kebutuhan pelaku utama 
dan pelaku usaha. 
Bangunan Kantor UPT 
BP3K Sembakung yang 
ada saat ini dibangun pada 
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administrasi maka 
optimalisasi suatu 
pelayanan sangat 
ditentukan oleh unsur-unsur 
penunJang untuk 
mendukung kelancaran 
pelayanan terhadap publik. 
Kelancaran administrasi 
bukan hanya berkaitan 
dengan kelengkapan 
administrasi tersebut seperti 
meja kursi kertas dan lain
lain. Namun juga prasarana 
seperti pengadaan listrik, 
perbaikan bangunan 
perkantoran adalah hal-hal 
yang sifatnya urgen da1am 
administrasi. Terlebih 
penting dari itu adalah 
perumahan bagi pejabat 
pelaksana UPT BP3K, bagi 
mereka yang ditempatkan 
jauh dari keluarganya. 

42356.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



b. Kepala 
Bagian 
Usaha 

Sub 
Tata 

tahun 2008 oleh Dinas 
pertanian pada saat itu saya 
masih menjadi penyuluh 
bu.............. jadi paling 
tidak untuk bangunan 
kantor dan ruang 
pertemuan harus direnovasi 
atau dibangun bam karena 
hila hujan deras kami 
kebanjiran. Demikian juga 
sarana pendukung 
administrasi seperti 
perabotan kantor seperti 
meJa, kursi dan lemari 
sudah pada rusak dan hams 
diganti, selain itu tidak 
adanya biaya untuk 
melaksanakan kegiatan di 
UPT "(Wawancara, 20 
April 20 16). 
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"Kami dari UPT BP3K Ketiadaan kepala Sub 
Lumbis sudah pemah Bagian Tata Usaha dalam 
membicarakan hal ini pada organisasi kelembagaan 
kepala BKP3D sebagai UPT BP3K menjadikan 
induk orgarusast UPT kepala UPT merangkap 
BP3K dan pejabat sebelum jabatan tersebut, dan hal ini 
saya Juga sudah pemah menjadikan manaJemen 
mengusulkan waktu itu keorganisasian di UPT 
saya masih penyuluh bu, BP3K sangat tidak efektif. 
agar jabatan kasubag yang BKDD selaku instansi yang 
masih kosong segera diisi bertanggung jawab dalam 
dengan bersurat ke BKDD penempatan pegawai (PNS) 
Nunukan terkait pengisian dalam lingkup pemerintah 
jabatan Kepala Sub Bagian Kabupaten Nunukan 
Tata Usaha yang masih sehamsnya tanggap dalam 
kosong di UPT BP3K menenma 
Lumbis, namun hingga kini usulan!permintaan formasi 
belum ada realisasinya hal jabatan Kasubag Tata 
ini membuat saya harus Usaha UPT BP3K yang 
merangkap jabatan"" disampaikan oleh Kepala 
(Wawancara, 21 April BKP3D agar mekanisme 
20 16). penyelenggaraan 

adaministrasi di UPT BP3K 
"Awal pembentukan upt dapat beijalan sesua1 
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c. Kelompok Kerja 

kami memang memiliki 
struktur orgarusas1 yang 
lengkap terutama kepala 
dan kasubag tata usaha 
waktu itu saya adalah 
kasubag tata usaha, namun 
beberapa tahun kemudian 
kepala upt ditarik ke 
kantor BKP3D dan 
kemudian saya dilantik 
untuk menggantikan posisi 
kepala upt. Namun sampai 
saat 1m belum ada lagi 
yang menggantikan posisi 
saya. Hal ini sudah pemah 
juga saya sampaikan pada 
kepaJa BKPJD, namun 
hingga kini belum ada 
realisasinya hal 1m 
menyebabkan semua 
pekeijaan kasubag tata 
usaha saya yang 
menghendelnya" 
(Wawancara, 21 April 
2016). 

"Sebenamya kami 
kesulitan juga karena kami 
hanya memiliki satu pokja 
di UPT, jadi semua yang 
berkaitan dengan bidang 
kehutanan dan perikanan 
semuanaya dihandel oleh 
pokja pertanian, padahal 
kalo melihat potensi daerah 
kami seharusnya pokja 
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dengan ketentuan Perbup 
45 Tahun 2010. 

Dalam bidang Administrasi 
Publik, Bagian Tata Usaha 
dalam manjemen 
Administrasi Publik 
memiliki kedudukan yang 
sangat penting kegiatan tata 
usaha yang menyangkut 
surat menyurat, 
dokumentasi, aset 
administrasi yang menjadi 
tanggung jawab/wewenang 
Kepala Tata U saba. Ada 
perbedan yang sangat 
prinsip antara sumber dana 
penyuluhan dan penyuluh 
selaku bagian dari personil 
UPT BP3K. Karena 
kewenangan Kepala Tata 
Usaha adalah menyangkut 
personalia penyuluh. 
Sehingga absensi, 
pengurusan lJm maupun 
cuti dan lain-lain 
kepentingan administrasi 
penyuluh menjadi 
kewajiban tata usaha untuk 
mengurusnya; sedangkan 
pembinaan sumber daya 
penyuluh baik secara teknis 
maupun non teknis 
merupakan kewenangan 
penuh kepala UPT BP3K. 

Pembentukan kelompok 
kerja (pokja) di masmg
masing UPT BP3K pada 
hakikatnya adalah untuk 
memudahkan para pelaku 
utama dan pelaku usaha 
masing-masing sub sektor 
usaha tani untuk 
berkoordinasi dengan 
penyuluh ahli/s~sialis. 
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kehutanan harus ada karena 
karni memiliki hutan yang 
cukup luas dengan hasil 
hutan yang melimpah" 
(Wawancara, 21 April 
2016). 

"Selarna ini terns terang ya 
bu ........... karni tidak pemah 
tahu apa saja tugas dan 
fungsi pokja berdasarkan 
Perbup 45 Tahun 2010, 
karena semua administrasi 
yang berkaitan surat 
menyurat upt hanya kepala 
upt saja yang tahu, selain 
itu apabila ada kegiatan di 
lapangan terkadang pokja 
tidak dilibatakan karena 
langsung ditangani oleh 
kepala UPT BP3K" 
(Wawancara, 20 April 
2016). 

"Karni akui bahwa 
kekosongan pokja 
perikanan pada beberapa 
UPT BP3K memang 
disesuaikan dengan potensi 
daerah tersebut, karena 
apabila didaerah tersebut 
tidak potensial untuk 
dikembangkan budidaya 
perikanan maka karni tidak 
akan mengusulkan 
pengadaan pokja pada upt 
tersebut" (Wawancara, 25 
April 20 16). 

"Kekosongan pokja 
kehutanan pada beberapa 
UPT BP3K memang buka 
sesuatu yang karni sengaja 
atau tidak karni ketahui, 
narnun karena karni 
penyuluh kehutanan 
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Narnun ketika potensi 
wilayah disuatu daerah 
memungkinkan untuk 
adanya sebuah pokja yang 
membidangi narnun tidak 
diadakan akan 
menyebabkan hilangnya 
mata rantai pelayanan 
terhadap pelaku utama dan 
pelaku usaha (publik). Hal 
tersebut diatas narnpak 
pada UPT BP3K Sebuku 
yang tidak memiliki Pokja 
Kehutanan, padahal 
Kecarnatan Sebuku 
memiliki potensi hasil 
hutan berupa kayu dan non 
kayu yang cukup besar. 
Madu dan gaharu adalah 
dua dari sekian banyak 
produk hasil hutan yang 
ada di Kecarnatan Sebuku 
yang membutuhkan 
pembinaan dan 
pemberdayaan dari 
Penyuluh Kehutanan. 
Ketidakhadiran Penyuluh 
Kehutanan di UPT BP3K 
m1 menjadikan efektifitas 
pelayanan tidak optimal. 
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d. Jabatan 
Fungsional 

jumlahnya yang sangat 
terbatas hanya enam orang, 
untuk itulah ada beberapa 
UPT BP3K yang tidak 
memiliki pokja kehutanan" 
(Wawancara, 25 April 
2016). 

"Personil penyuluh ... 
sebenarnya kami sangat 
kekurangan karena dengan 
jumlah penyuluh yang 
hanya 10 orang dengan 
jumlah desa binaan 19 desa 
ini menyulitkan kami 
dalam melakukan 
pembinaan pada pelaku 
utama dan pelaku usaha 
selain itu jarak antar satu 
desa dengan desa lain yang 
sangat berjauhan, sehingga 
menghambat penyuluh 
kami dalam memberikan 
pelayanan." (Wawancara, 
20 April 20 16). 

"Itu tadi bu ..... selain kami 
tidak punya Kasub Tata 
Usaha kami juga sangat 
kekurangan personil 
penyuluh sehingga ada desa 
di Kecamatan Krayan dan 
Krayan Selatan yang yang 
tidak ada penyuluhnya ini 
menambah beban kami 
dalam pelayanan karena 
kami tidak bisa bemberikan 
pelayanan yang maksimal." 
(Wawancara, 20 April 
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Tidak adanya kelompok 
kerja (pokja) di beberapa 
UPT mereka juga sangat 
kekurangan personil 
penyuluh untuk melayani 
pelaku utama dan pelaku 
yang tergabung dalam 
kelembagaan petani baik 
itu berupa poktan/pokan 
ataupun gapoktan yang 
mgm mendapatkan 
informasi tentang 
kepenyuluhan. 

personil Kurangnya 
penyuluh 
sebenarnya 
menghambat 
pengimplementasian 

yang ada 
bisa 

dalam 

kebijakan tentang 
kelembagaan penyuluh 
karena adanya 
kelembagaan penyuluh 
disebabkan karena adanya 
penyuluh. Bila mengacu 
pada UU No 16 tahun 2006 
yang mengamanatkan satu 
desa satu penyuluh maka 
pelaksanaan regulasi 
tersebut belum maksimal di 
Kabupaten Nunukan, 
karena dari 240 desa yang 
ada di Kabupaten Nunukan 
jumlah penyuluh yang 
tersedia hanya 123 orang 
yang terbagi dalam tiga 
bidang penyuluhan yaitu 
penyuluh pertanian, 
penyuluh perikanan dan 
penyuluh kehutanan. 
Penyuluh sebagai salah 
satu implementator utama 
dalam Perbup 45 Tahun 
201 0 maka perlu juga 
dipikirkan bagaimana 
dengan kondisi penyuluh 
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2016). 

"Personil penyuluh yang 
ada sekarang ini di UPT 
kami sebenamya memang 
kurang bila dibandingkan 
dengan jumlah 
kelembagaan petani yang 
ada, hal ini tentu 
menyulitkan bagi para 
penyuluh dalam membina 
dan memberikan informasi 
kepada para pelaku utama 
dan pelaku usaha dalam 
mengembangkan 
usahataninya. Namun hal 
ini tidak menjadi masalah 
bagi para penyuluh kami 
mereka tetap menjalankan 
tugas masing-masing 
sesua1 kemampuan 
mereka." (Wawancara, 19 
April 20 16). 

"UPT Krayan mendengar 
namanya saja para 
penyuluh sudah takut untuk 
ditempatkan disana karena 
selain letaknya yang sangat 
jauh dari ibukota 
kabupaten sarana 
transportasi untuk sampai 
kesanapun sulit dan kalau 
ada biayanya sangat mahal, 
hal inilah mungkin yang 
menyebabkan setiap ada 
penyuluh yang awal 
pengangkatannya menjadi 
PNS ditempatkan di krayan 
tidak lama kemudian minta 
pindah, inilah yang 
menyebabkan personil 
penyuluh di UPT Krayan 
sangat sedikit karena itu 
tadi tidak betah. Ka1au 
kekurangan terns terang 
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dilapangan dalam 
mengimplementasikan 
Perbup tersebut. Karena 
Fungsi penyuluhan itu 
sendiri adalah 
menjembatani kesenjangan 
antara praktik yang biasa 
dijalankan oleh para petani 
dengan pengetahuan dan 
teknologi yang 
berkembang menjadi 
kebutuhan para petani itu 
sendiri (Setiana, 2005:3). 
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3. Tata Kelja 

kami sangat kekurangan 
karena dengan jumlah 
penyuluh yang hanya 
delapan orang harus 
membina kurang lebih 80 
desa yang ada di 
Kecamatan Krayan dan 
Krayan selatan ini 
menyebabkan satu orang 
penyuluh harus membina 
lebih dari satu desa bahkan 
ada desa yang tidak ada 
penyuluhnya karena sulit 
dijangkau." (Wawancara, 
20 April 20 16). 

"Selama ini hubungan 
antara Dishutbun 
Kabupaten Nunukan dan 
UPT BP3K di masmg
masing kecamatan berj alan 
sinergis. Ini ditunjukkan 
dengan peran aktif UPT 
BP3K, khususnya PPL 
Kehutanan, dalam 
membantu pelaksanaan 
kegiatan Dishutbun 
dilapangan" (W awancara, 
26 April 20 16). 

"Hubungan koordinasi 
antara Dispertanak dan 
UPT BP3K sangat baik, 
terutama dalam 
penyelenggaraan kegiatan 
dilapangan, misalnya 
inseminasi pada temak 
sapi dan perguliran temak 
bantuan dari Pemerintah 
Daerah dan Pemerintah 
Propinsi" (Wawancara, 26 
April2016). 

"UPT dan PPL sangat 
membantu kami dalam 
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Bahwa koordinsai yang 
dilakukan oleh UPT BP3K 
yang ada di masing-masing 
kecamatan berjalan baik 
dengan instansi teknis 
yang ada walaupun dengan 
keterbatasan hal ini 
dibuktikan dengan 
meningkat dan 
terealisasinya setiap 
program/kegiatan dari . . 
masmg-masmg dinas 
teknis, salah satunya 
adalah meningkatnya 
produktivitas padi melalui 
program UPSUS pada 
Dinas Pertanian dan 
Petemakan. 
Kepala UPT BP3K dan 
unsur-unsur lainnya di 
lingkungan UPT BP3K 
telah menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi dan simplikasi 
sesuai dengan kedudukan, 
tugas dan kewenangannya 
masing-masing dengan 
instansi terkait pada 
wilayah kerjanya baik 
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merealisasikan 
kegiatan teknis 

setiap 
kami 
yang 

dengan 
kegiatan 

dilapangan 
berhubungan 
petani, terutama 
UPS US yang 
meningkatkan produksi 
padi di semua kecamatan." 
(Wawancara, 26 April 
2016). 

"Selama ini UPT BP3K 
sangat membantu dalam 
mensukseskan program
program yang ada di Dinas 
Perikanan dan Kelautan 
terutama untuk 
pengembangan dan 
pemasaran hasil-hasil 
perikanan dan kelautan, 
diantaranya kerjasama 
an tara 
pengusaha/pedagang 
rumput laut dengan petani 
rumput laut" (Wawancara, 
26 April 2016). 

"Sulitnya melaksanakan 
kegiatan seperti rapat-rapat 
dengan para penyuluh di 
UPT BP3K Nunukan 
karena tidak adanya 
anggaran yang disediakan 
untuk kegiatan tersebut, 
namun meski demikian 
rapat-rapat secara berkala 
tetap dilakukan di UPT 
BP3K Nunukan paling 
tidak 3 bulan sekali " 
(Wawancara, 19 April 
2016). 

"Tidak adanya anggaran 
untuk melaksanakan 
pertemuan rutin atau pun 
berkala di UPT BP3K 
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secara vertikal maupun 
horizontal. 

Implementasi Tata Kerja di 
UPT BP3K berjalan baik 
sesuai dengan kemampuan 
masing-masing yang ada 
pada UPT BP3K Hal ini 
sejalan dengan yang 
disampaikan oleh Edwars 
Ill (1980) bahwa : 
"Implementasi kebijakan 
akan berjalan efektif bila 
para implementator 
mengetahui apa yang akan 
mereka lakukan dan terjadi 
komunikasi yang efektif 
antara pelaksana program 
dengan para kelompok 
sasaran". 
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rnaka UPT BP3K Sebatik 
tidak pemah 
rnelaksanakannya, jikapun 
ada perternuan dengan 
penyuluh, itu rnengikut 
dengan kegiata.n dari dinas 
teknis yang dilaksanakan 
di UPT BP3K Sebatik" 
(Wawancara, 19 April 
2016). 

"untuk rnasalah laporan 
kami dari UPT BP3K 
selalu berusaha untuk 
rnenyampaikan laporan ke 
BKP3D sebagai induk 
orgarusas1 kami, namun 
yang rnenjadi kendalanya 
adalah penyuluh dari 
Kecamatan Sirnanggaris 
yang JUga rnerupakan 
binaan kami karena 
letaknya yang jauh dan 
tidak satu pulau dengan 
Kecamatan Nunukan 
selain itu tidak adanya 
biaya bagi pokja yang ada 
disana untuk mengantar 
laporan ternan-ternan 
penyuluh rnaka laporan 
kadang tidak tepat waktu 
kami sampaikan" 
(Wawancara, 19 April 
2016). 

"kami rnengakui bahwa 
dalam pelaksanaan UPT 
BP3K rnasih banyak 
kekurangannya, ya ..... 
salah satunya itu adanya 
kekosongan jabatan dalarn 
struktur birokrasi yang ada 
di UPT BP3K, terkait 
dengan kekosongan itu 
BKP3D Nunukan sudah 
pemah rnengusulkan 
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2, Faktor-faktor yang 
Mendorong dan 
Menghambat 
Implementasi 
Kebijkan Perbup 45 
Tahun 2010 

a. Komunikasi antar 
organisasi dan 
pelaksana 
kegiatan 

kepada BKDD Nunukan 
terkait pengisian jabatan 
Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha dan Pokja yang 
masih kosong di beberapa 
UPT BP3K, selain itu kami 
juga telah mengusulkan 
penambahan personil 
penyuluh namun hingga 
kini belum terealisasi. 
Untuk proses 
Pembentukan Perbup 45 
T ahun 20 1 0 terns terang 
saya juga tidak ikut dan 
tidak tahu proses 
pembentukannya karena 
waktu itu saya bukan 
kepala BKP3D dan 
sekarangpun saya hanya 
pejabat pe1aksana saJa. 
Untuk Tata Kerja di UPT 
BP3K saya sangat salut 
dengan semua Kepala UPT 
yang selalu menerapkan 
prinsip koordinasi dan 
simplikasi dalam 
menjalankan tugasnya di 
masing-masing UPT BP3K 
walaupun dengan 
keterbatasan karena tidaka 
adanya dana oprasional" 
(Wawancara, 25 April 
2016). 

"Dalam pembentukan 
Peraturan Bupati Nomor 
45 Tahun 2010 tidak 
disosialisasikan kepada 
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faktor pertama yang 
berpengaruh dalam 
komunikasi adalah 
transmisi. Karena tidak 
adanya penyaluran 
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para penyuluh baik yang 
ada di kabupaten maupun 
yang ada di kecamatan, 
tau-tau perbup telah 
diterapkan" (Wawancara, 
25 April 20 16). 

"Perbup tentang UPT 
BP3K kami tidak tabu 
kapan disosialisasikan, 
kalaupun sudah 
disosialisasikan pasti tidak 
pada para penyuluh karena 
kami tidak mengetahuinya, 
mungkin sudah 
disosialisasikan tapi pada 
pejabat struktural yang ada 
pada Badan Ketahanan 
Pangan dan 
PelaksanaPenyuluhan 
Daerah" (Wawancara, 20 
April2016). 

"Peraturan Bupati Nomor 
45 Tahun 2010 tentang 
UPT BP3K, Kami selaku 
anggota dewan tidak tahun 
proses pembentukannya, 
kalau itu 
kebijakanlperaturan yang 
berkaitan dengan Peraturan 
Bupati karena untuk 
Perbup hanya bupati dan 
SKPD yang bersangkutan 
saja yang tahu prosesnya 
dan SKPD yang dilibatkan 
hanya bagian organtsast 
dan bagian hukum saja klo 
nda salah sih setahu saya 

padahal bu.... kalo ada 
masalah-masalah tentang 
kepenyuluhan kamilah 
orang pertama yang 
didatangi oleh masyarakat" 
(Wawancara, 26 April 
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komunikasi yang baik 
( sosialisasi) kepada para 
calon implementator dan 
pembuat kebijakan di 
beberapa tingkatan 
brro~i yang 
bersinggungan dengan 
kebijakan menghasilkan 
suatu implementasi yang 
kurang baik pula, 
sehingga tetjadinya salah 
pengertian 
(rniskomunikasi). 

Informasi yang 
disampaikan sudah cukup 
baik terkait dengan 
kejelasan dan konsistensi, 
karena kepala Upt sebagai 
implementator mempunyat 
pedoman dalam 
melaksanakan kebijakan 
tersebut yaitu perbup 
tersebut. sejalan dengan 
penjelasan tentang faktor 
kejelasan dan konsistensi 
yang berpengaruh dalam 
komunikasi maka hal itu 
relevan dengan pendapat 
Edwars III (1980) bahwa : 
"Implementasi kebijakan 
akan betjalan efektif bila 
para implementator 
mengetahui apa yang akan 
mereka lakukan dan tetjadi 
komunikasi yang efektif 
antara pelaksana program 
dengan para kelompok 
sasaran." 
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b. Sumber-Sumber 
Kebijakan 

2016). 

"Kalau 1s1 Perbup 45 
Tahun 2010 tentang UPT 
BP3K, menurut saya 
cukup jelas terutama yang 
menyangkut tugas dan 
fungsi saya sebagai 
Kepala UPT BP3K karena 
didalamnya diuraikan 
satu-persatu" 
(Wawancara, 19 April 
2016). 

"Perbup 45 ya....... kalo 
menurut saya isinya cukup 
je1as karena da1am perbup 
tersebut menguraikan tugas 
dan fungsi kepala UPT, 
Kasubag Tata Usaha dan 
Pokja-pokja yang ada dan 
UPT. Jadi dalam 
pelaksanaan tugas kami 
berpedoman pada uraian 
tugas yang tercantum 
dalam perbup tersebut" 
(Wawancara, 21 April 
2016). 

"T erus terang kami UPT 
BP3K Krayan merupakan 
UPT yang sangat terbatas, 
karena kami adalah UPT 
BP3K yang Ietaknya sangat 
jauh, tidak merniliki 
Kasubag Tata Usaha, tidak 
memiliki pokja kehutanan 
dan cuma memiliki 9 orang 
penyuluh" (Wawancara, 20 
April2016). 

"Karena tidak. adanya 
Kasubag T ata U saha, tidak 
adanya pokja Perikanan 
dan Pokja Kehutanan maka 
semua urusan yang 

130 

T anpa saran a dan 
prasarana baik fisik dan 
pendanaan yang memadai 
kebijakan tidak bisa 
dilaksanakan dengan baik. 
Keberadaan sumberdaya 
finansial (pendanaan) 
sangat dibutuhkan dalam 
proses implementasi suatu 
kebijakan. Bila kita 
mencermati konsep UPT 
menurut Menurut 
Peraturan Mentri 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 
PER/18/M.PAN/ll/2008 
Unit Pelaksana Teknis 
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berhubungan dengan 
kegiatan bidang tersebut 
langsung ditangani o leh 
kepala UPT, selain itu 
kurangnya tenaga penyuluh 
dalam memberikan 
pelayanan kepada 
masyarakat menyulitkan 
kami dalam melayani 
petani dan pelaku usaha di 
lapangan" (Wawancara, 21 
April 20 16). 
"'Dari semua UPTBP3K 
yang ada di Kabupaten 
Nunukan UPT Sembakung 
adalah upt yang tidak 
layak, karena UPT BP3K 
sembakung itu dulunya 
adalah kantor BPP jadi 
istilahnya kami ini masih 
menumpang, sehingga 
meja kursi yang ada sudah 
tidak layak pakai selain itu 
hila banjir kantor kami 
akan kebanjiran, jadi 
bagaimana mungkin kami 
menjalankan tugas kami 
dengan baik bila tidak 
didukung dengan fasilitas 
yang baik, karena 
kurangnya fasilitas dalam 
hal 1m pendanaan dan 
sarana dan prasarana maka 
sangat sulit untuk kami 
melakukan kegiatan terkait 
dengan pembinaan kepada 
para pelaku utama dan 
pelaku usaha" 
(Wawancara, 20 April 
2016). 

"'Kami akui bahwa sarana 
dan prasarana yang ada di 
UPT BP3K memang masih 
kurang, kalau kami di UPT 
BP3K Lumbis hal yang 
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adalah organisasi mandiri 
yang melaksanakan tugas 
teknis operasional 
danlatau penunJang 
tertentu. Mandiri artinya 
diberikan kewenangan 
mengelolah kepegawaian, 
keuangan dan 
perlengkapan, sendiri dan 
tempat kedudukan terpisah 
dari organisasi induknya. 
Dalam regulasi tersebut 
jelas mengamanatkan upt 
diberikan kewenangan 
untuk mengelolah 
keuangan dan 
perlengkapan namun yang 
terjadi pada UPT BP3K 
tidak satu pun dari 
kewenangan itu yang 
dipercayakan pada UPT 
BP3K untuk 
mengelolahnya. 
Sedangkan dalam 
implementasi kebijakan 
terkait dengan 
Implementasi Kebijakan 
UPT BP3K, ada beberapa 
kegiatan yang 
memerlukan pendanaan 
yaitu pengadaan alat tulis 
kantor, evalusi dan 
monitoring dan kegiatan
kegiatan rutin atau 
oprasional UPT BP3K. 
Hal 1m senada dengan 
yang dikemukakan oleh 
Winamo (2014 : 191) 
bahwa : 
"'Seorang pelaksana 

mungkin mempunyai staf 
yang memadai, memahami 
apa yang hams dilakukan 
dan mempunyai wewenang 
untuk melakukan tugasnya, 
tetapi tanpa bangtll!an 
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c. Kecendrungan 
Pelaksana 
(Disposisi) 

urgen adalah masalah 
listrik karena bagaimana 
mungkin kami dapat 
melakukan administrasi 
hila tidak ada listrik. 
Memang kami punya 
genset tapi masalahnya 
kami tidak punya biaya 
oprasional untuk membeli 
bensin, jadi selama 1m 

kami kalo ada keijaan yang 
harus dikeijakan baru kami 
beli bensin " (Wawancara, 
21 April 20 16). 

"Karena tidak adanya 
sarana dan prasarana 
terutama listrik di UPT 
BP3K Sebatik maka sangat 
sulit untuk kami 
melakukan kegiatan yang 
terkait dengan adminstrasi 
baik itu administrasi UPT 
BP3K maupun 
administrasi 
kepenyuluhan, selain itu 
tidak adanya rumah dinas 
bagi Kepala UPT yang 
berada di luar pulau 
Nunukan ini yang 
menyebabkan kami selaku 
kepala UPT jarang berada 
di wi1ayah kerja 
kami(Wawancara, 20 April 
2016). 

"Terus terang ya buu ... 
kalo menurut saya 
karakteristik setiap kepala 
UPT BP3K itu berbeda
beda tapi yang pasti dalam 
melaksanakan tugas yang 
diemban hal ini 
berpengaruh dari sarana 
dan prasarana yang 
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sebagai kantor untuk 
melaksanakan koordinasi 

' 
tanpa perlengkapan, tanpa 
perbekalan maka besar 
kemungkinan implementasi 
tidak akan berhasil". 

Karakteristik atau sifat dari 
para implementator yang 
tidak berdomisili diwilayah 
binaan menghambat proses 
pelayanan kepada 
rnasyarakat, menurut 
mereka karena tidak 
memadainya sarana dan 
prasarana yang ada di UPT 
BP3K menyebabkan 
mereka jarang berada di 
tempat kerja. Sehingga 
untuk disposisi atau 
karakteristik sifat para 
implementator khususnya 
kepala upt masih kurang 
karena tidak adanya rasa 
tanggungjawab terhadap 
pekerjaan yang diemban 
dengan alasan kurangnya 
sarana dan prasarana di 
UPT BP3K. Dan Disposisi 
juga merupakan faktor 
yang mendorong dan 
menghambat dalam 
implementasi kebijakan 
UPT BP3K. Relevan 
dengan pendapat Edward 
III ( 1980,89) : ".Jika sikap 
atau perspektif . Q_ara 
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d.Karakteristik 
Badan-badan 
Pelaksana 

tersedia di UPT BP3K 
terutama yang menyakut 
pembiayaan untuk biaya 
oprasional dan melakukan 
evaluasi dan monitoring 
pada para penyuluh di 
wilayah kerjanya masing
masing." (Wawancara, 1 9 
April2016). 

"Tidak adanya Kasubag 
Tata Usaha dan pokja 
yang menjabat di UPT 
BP3K Sembakung 
menyebabkan pelayanan 
kepada masyarakat jadi 
tidak optimal, contonya 
hila saya harus koordinasi 
ke Nunukan maka 
otomatis kantor kosong 
dan ditutup karena tidak 
ada orang yang selalu 
sedia disana" (Wawancara, 
20 April 20 16). 

"Adanya jabatan yang 
kosong dalam struktur 
organisasi sangat 
menggangu kami dalam 
melaksanakan pekerjaan 
terutama dalam 
pengambilan kebijakan 
kadang Kepala UPT BP3K 
tidak melibatkan kami 
para pokja dan 
penyuluhnya, karena 
semua yang berhubungan 
dengan UPT BP3K 
langsung ditangani sendiri 
olehnya" (Wawancara, 20 
April 2016). 
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pelaksana berbeda dari 
pembuat kebijakan, proses 
penerapan kebijakan akan 
menjadi jauh lebih rumit". 

Kekosongan dalam 
struktur birokrasi 
menyebabkan semua tugas 
yang fungsi yang 
seharusnya di kerjakan 
oleh jabatan yang kosong 
tadi terpaksa diambil alih 
oleh kepala UPT BP3K 
yang secara tidak langsung 
menghambat pelayanan 
kepada pelaku utama dan 
pelaku usaha. Karena 
kebijakan yang baik bukan 
hanya ditentukan konten 
kebijakan tetapi juga oleh 
JUga konteks kebijakan, 
demikian juga sebaliknya. 
Konten kebijakan yang 
tidak dipahami oleh 
implementator kebijakan 
menjadikan kebijakan 
tersebut sulit 
terimplementasi dengan 
baik. Demikian Juga 
halnya dengan mekanisme 
implementasi kebijakan di 
UPTBP3K. 
Menurut Edwars III yang 
mempengaruhi 
keberhasilan sebuah 
implementasi kebijkan 
adalah struktur birokrasi. 
Yang dalam prosesnya 
mencakup dua hal penting 
yaitu standar operating 
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procedur 
melakukan 
Koordinasi 
dalarn 

(SOP) dan 

implementasi 

.fragmentasi. 
diperlukan 

keberhasilan 
kebijkan 

dalam karen a 
pengimplementasian 
kebijkan memerlukan 
kerjasarna orang banyak 
agar tujuan dalam kebijkan 
tersebut dapat tercapai. 
Terkait dengan standar 
operating procedur, UPT 
BP3K sudah memiliki 
standar operating 
procedur yang digunakan 
sebagai panduan dalam 
pelaksanaan tugas. Untuk 
Fragmentasi atau upaya 
penyebaran 
tanggungjawab kegiatan
kegiatan atau aktifitas 
pegawai diantara beberapa 
unit kerja, di UPT BP3K 
ada beberpa upt yang tidak 
menjalankan fragmentasi 
sebagaimana mestinya 
karena adanya kekosongan 
jabatan dalam struktur 
birokrasi di UPT BP3K, 
sehingga untuk 
tanggungjawab beberapa 
unit langsung ditangani 
oleh kepala upt. Hal ini 
sejalan dengan apa yang di 
kemukakan oleh 
disarnpaikan oleh Gibson 
et.al (1996 : 29) bahwa : 
"Untuk menentukan 
pencapaian pelayanan 
secara efektif harus ada 
struktur orgamsas1 yang 
menjelaskan tugas yang 
jelas Gob discription), 
wewenang (authority), dan 
tang~g jawab 
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(accountabillity) antar 
bagian/seksi dalam 
organisasi dan hubungan 
antar personal yang 
dipercayainya akan 
menghubungkan 
perilaku/individu dan 
kelompok dalam 
peningkatan mutu 
pelayanan, sehingga 
dengan demikian struktur 
orgarusas1 sangat 
berpengaruh terhadap 
efektifitas pelayanan". 
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Lapiran 3. Dokumentasi Penelitian 

Kantor BKP3D sebagai Induk organisasi UPT BP3K 

UPT BP3K Nunukan salah satu lokasi penelitian 

UPT BP3K Krayan salah satu lokasi penelitian 
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Wawancara dengan Ketua DPRD Komisi II 

Wawancara dengan Kepala BKP3D Kab. Nunukan 

~l 
Wawancara dengan Kepala UPT BP3K Nunukan 
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